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BAB III 

 
PELAKSANAAN KERJA MAGANG 

3.1 Kedudukan dan Koordinasi 

 
Kerja magang dilaksanakan di Paramount Enterprise International yang terletak di 

Paramount Plaza, Jl. Boulevard Raya Gading Serpong No. Kav. 1, Pakulonan 

Barat., Tangerang, Banten 15810 dengan penempatan pada Tax Department. Tax 

department melaksanakan dan memenuhi kewajiban perpajakan bagi PT 

Paramount Enterprise International. Selama proses pelaksanaan kerja magang, 

penulis mendapat bimbingan dan arahan dari Bapak Yogiswara selaku Senior 

Manager Accounting and Tax dan Kak Dika selaku Tax Coordinator beserta staf 

lainnya. Dalam proses pengerjaan, apabila terdapat hal-hal yang kurang dipahami, 

maka akan dibantu dan diarahkan oleh staf lainnya sehingga tugas yang diberikan 

kepada penulis dapat diselesaikan dengan baik. 

3.2 Tugas yang Dilakukan 

 
Selama proses pelaksanaan kerja magang, tugas yang diberikan terkait dengan 

perpajakan. Tugas-tugas yang dilakukan selama kerja magang di PT Paramount 

Enterprise International adalah sebagai berikut: 
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3.2.1 Mencetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) SPT Masa PPN 

 

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) adalah dokumen elektronik yang diterbitkan 

oleh Direktorat Jenderal Pajak yang digunakan sebagai bukti Wajib Pajak yang 

telah melaksanakan e-Filing. Tujuan mencetak Bukti Penerimaan Elektronik 

(BPE) bagi wajib pajak yaitu sebagai bukti bahwa SPT yang disampaikan oleh 

Wajib Pajak sudah berhasil dilaporkan. Dalam melaksanakan tugas ini, dokumen 

yang diperlukan adalah list BPE yang belum dicetak dalam bentuk Ms.Excel. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk mencetak Bukti Penerimaan Elektronik 

(BPE) SPT Masa PPN adalah sebagai berikut: 

1. Menerima list BPE SPT Masa PPN yang belum dicetak oleh pembimbing 

lapangan 

2. Buka website home.online-pajak.com 

 

3. Mengisi username dan password, klik “masuk” 

 

4. Pilih wajib pajak, kemudian pilih menu lapor 

 

5. Pilih masa pajak pada BPE yang ingin dicetak 

 

6. Klik “unduh BPE” pada BPE yang ingin dicetak 

 

7. BPE siap untuk dicetak, klik “print” 

 

8. BPE yang berhasil dicetak kemudian diberikan kepada pembimbing 

lapangan untuk diperiksa kembali. 

http://home.online-pajak.com/
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3.2.2 Mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN 

 

SPT Masa PPN adalah sebuah dokumen yang digunakan oleh wajib pajak 

badan untuk melaporkan perhitungan jumlah pajak, baik untuk Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) atau Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM) yang 

terhutang. Tujuan mencetak SPT Masa PPN yaitu sebagai bukti atau 

dokumentasi perusahaan atas PPN yang terutang yang dilapor dalam suatu 

periode. Dokumen yang dibutuhkan dalam mencetak SPT Masa PPN yaitu list 

SPT Masa PPN yang ingin dicetak. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

mencetak SPT Masa PPN yaitu: 

1. Menerima list SPT Masa PPN yang ingin dicetak dari pembimbing 

lapangan 

2. Buka aplikasi e-Faktur 

 

3. Pilih lokal database, kemudian klik “connect” 

 

4. Klik “file”, pilih database 

 

5. Klik “Konek ke Database” 

 

6. Pilih menu SPT, lalu klik “Buka SPT” 

 

7. Pilih SPT masa pajak yang ingin dicetak 

 

8. Klik “Cetak SPT Induk dan Lampiran AB” 

 

9. Pilih folder untuk menyimpan SPT, klik “save” 

 

10. Klik “ok” pada pemberitahuan „PDF SPT Induk dan AB Berhasil‟
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11. Buka PDF tersebut pada folder penyimpanan yang dipilih, klik “print” 

untuk mencetak SPT 

12. SPT yang berhasil dicetak kemudian diberikan kepada pembimbing 

lapangan untuk diperiksa kembali. 

3.2.3 Memasukkan data Faktur Pajak Masukan dengan menggunakan 

aplikasi scan barcode e-Faktur 

Faktur Pajak Masukan merupakan Faktur Pajak yang diterima oleh Pengusaha 

Kena Pajak (PKP) yang membeli Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak 

(JKP) dari penjual barang atau jasa kena pajak tersebut. Faktur pajak Masukan 

adalah jenis Faktur Pajak yang dapat digunakan untuk mengkreditkan pajak 

keluaran saat menghitung pajak terutang perusahaan. Pengusaha kena pajak dapat 

memvalidasi data faktur melalui aplikasi scan barcode e-Faktur. Selain dapat 

digunakan untuk memvalidasi data faktur, tujuan lain dimasukkannya Faktur Pajak 

masukan melalui aplikasi scan barcode e-Faktur adalah membuat pekerjaan divisi 

tax perusahaan menjadi lebih efektif dan efisien. Dalam melaksanakan tugas ini 

dokumen yang diperlukan adalah Faktur Pajak Masukan yang diberikan oleh 

lawan transaksi. Langkah-langkah yang dilakukan untuk memasukkan Faktur 

Pajak Masukan dengan menggunakan aplikasi scan barcode e-Faktur adalah 

sebagai berikut: 



65 
 

 

 
 

1. Menerima dokumen Faktur Pajak Masukan dari pembimbing lapangan 

 

2. Buka aplikasi scan barcode e-Faktur pada website browser yaitu 
 

https://scan.barcodefaktur.com/web/user/login. 
 

3. Isi username dan password, klik “masuk” 

 

4. Kemudian klik “masa pajak” dan tentukan masa pajak yang akan discan. 

 

5. Mengisi keterangan 1 serta keterangan 2 sesuai dengan nomor yang 

terdapat pada lembar Faktur Pajak Masukan 

6. Scan barcode Faktur Pajak Masukan dengan menggunakan alat scanner 

 

7. Dokumen Faktur Pajak Masukan yang berhasil discan, akan muncul 

keterangan „status faktur valid’ serta „sudah diapprove oleh DJP‟ dan juga 

berisi informasi data faktur tersebut. 

8. Faktur Pajak Masukan yang berhasil discan akan tersimpan secara otomatis 

dalam aplikasi scan barcode e-Faktur 

3.2.4 Membuat SPT Masa dan Bukti Potong SPT Masa PPh Pasal 23 

menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 23 

Penyampaian SPT dapat dilakukan secara cepat, perhitungan dapat dilakukan 

dengan tepat bagi wajib pajak orang pribadi maupun badan. Direktorat Jenderal 

Pajak Kementerian Keuangan memberikan kemudahan melalui aplikasi elektronik 

e-SPT agar wajib pajak dapat melalukan penyampaian dengan cepat dan tepat. 

Tujuan membuat surat pemberitahuan (SPT) Masa adalah untuk melaporkan

https://scan.barcodefaktur.com/web/user/login
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perhitungan dan/atau pembayaran pajak PPh Pasal 23 dan dapat 

mengorganisasikan data perpajakan dengan baik serta sistematis dalam membuat 

laporan pajak. Besarnya PPh Pasal 23 dikenakan atas nilai Dasar Pengenaan Pajak 

atau jumlah bruto dari penghasilan. Dalam melaksanakan tugas ini, dokumen yang 

diperlukan adalah bukti kas-bank keluar. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membuat Surat Pemberitahuan (SPT) masa PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e- 

SPT adalah sebagai berikut: 

1. Menerima dokumen bukti kas-bank keluar dari pembimbing lapangan 

 

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 23, klik “open” 

 

3. Kemudian akan muncul tampilan awal e-SPT, klik “Connect To DB” 

 

4. Pilih Database, klik “ok” 

 

5. Isi username dan password, klik “ok” 

 

6. Pilih program, kemudian klik “Buat SPT Baru” 

 

7. Mengisi masa pajak dan tahun pajak, klik “Buat” 

 

8. Klik “ok” pada pemberitahuan „SPT berhasil dibuat‟ 

 

9. Pilih program, klik “buka SPT yang ada” 

 

10. Pilih periode yang akan dilaporkan, kemudian klik “buka SPT untuk diedit 

kembali/revisi” dan klik “ok” 

11. Klik “Utility”, lalu pilih Referensi 

 

12. Klik “Nomor Bukti Potong” kemudian data bukti potong berhasil diubah 
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13. Pilih SPT PPh, klik “Bukti Potong PPh Pasal 23” 

 

14. Klik “Tabel WP” 

 

15. Pada daftar lawan transaksi, pilih Wajib Pajak yang ingin dipotong 

 

16. Pilih jenis jasa penghasilan sesuai dengan transaksi 

 

17. Isi jumlah penghasilan bruto sesuai dengan dokumen yang diberikan, klik 

“simpan” 

18. Klik “ok” pada bagian konfirmasi, data berhasil tersimpan. 

 

Bukti Potong yang dibuat oleh pemotong pajak hanya digunakan untuk satu Wajib 

Pajak, satu kode objek pajak, dan satu masa pajak. Tujuan membuat bukti 

potong/pemungutan adalah untuk kelengkapan berkas pendukung yang akan 

dilampirkan pada penyampaian SPT Masa pajak penghasilan dan memberikan 

bukti pemotongan atas pajak penghasilan kepada wajib pajak secara terpisah tanpa 

terlampir SPT. Dalam melaksanakan tugas ini, dokumen yang diperlukan adalah 

dokumen buki kas-bank keluar atas PPh Pasal 23 wajib pajak yang bersangkutan. 

Langkah- langkah yang dilakukan untuk membuat bukti potong/pemungutan PPh 

Pasal 23 dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 23 adalah sebagai 

berikut: 

1. Tetap pada aplikasi e-SPT PPh Pasal 23 
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2. Setelah berhasil menyimpan bukti potong SPT PPh Pasal 23, kemudian 

akan muncul bukti potong SPT PPh Pasal 23 dalam bentuk PDF yang siap 

untuk dicetak 

3. Klik “print”, kemudian Bukti Potong PPh Pasal 23 yang berhasil dicetak 

diberikan kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. 

3.2.5 Membuat SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan aplikasi e- 

SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 

PPh Pasal 4 ayat (2) atau PPh final adalah pajak yang dikenakan pada Wajib Pajak 

Badan maupun Wajib Pajak Pribadi atas beberapa jenis penghasilan berupa bunga 

deposito dan tabungan, penghasilan dari bunga obligasi, penghasilan dari hadiah 

undian, penghasilan dari transaksi penjualan di bursa efek, penghasilan dari usaha 

jasa konstruksi, penghasilan dari sewa tanah dan bangunan. Tujuan membuat surat 

pemberitahuan (SPT) Masa adalah untuk melaporkan perhitungan dan/atau 

pembayaran pajak PPh Pasal 4 ayat (2) dan dapat mengorganisasikan data 

perpajakan dengan baik serta sistematis dalam membuat laporan pajak. Dalam 

melaksanakan tugas ini, dokumen yang diperlukan adalah dokumen bukti kas-bank 

keluar. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat Surat Pemberitahuan 

(SPT) masa PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan aplikasi e-SPT adalah sebagai 

berikut: 



69 
 

 

 
 

1. Menerima bukti kas-bank keluar dari pembimbing lapangan 

 

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2), klik “open” 

 

3. Pilih program, klik “Buat SPT Baru” 

 

4. Masukkan referensi nomor bukti potong, kemudian klik “simpan” 

 

5. Pilih SPT PPh, klik “Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final 

Pasal 4 ayat (2)” 

6. Klik “baru”, kemudian pilih jenis BP Final sesuai dengan transaksi 

 

7. Klik “Tabel WP”, lalu pilih wajib pajak yang ingin dipotong 

 

8. Masukkan jumlah nilai bruto pada jenis jasa penghasilan, klik “simpan” 

 

9. Klik “ok” pada bagian konfirmasi, data berhasil tersimpan. 

 

3.2.6 Membuat Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan 

aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 

Tujuan membuat bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai bukti atau 

dokumentasi perusahaan bahwa perusahaan telah memotong pajak dari 

penghasilan yang termasuk kategori PPh Final atau PPh Pasal 4 ayat (2). Dalam 

melaksanakan tugas ini, dokumen yang diperlukan adalah rekapitulasi PPh Final 

dalam bentuk Ms.Excel. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat bukti 

potong/pemungutan PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan aplikasi e-SPT PPh 

Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut: 
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1. Menerima dokumen yang diperlukan dari pembimbing lapangan 

 

2. Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2), klik “open” 

 

3. Klik “Connect To DB”, pilih database kemudian klik “ok” 

 

4. Isi username dan password, lalu klik “ok” 

 

5. Pilih program, klik “Buka SPT yang ada” 

 

6. Pilih masa pajak yang diinginkan, klik “buka” 

 

7. Pilih buka SPT untuk diedit kembali/revisi, klik “ok” 

 

8. Pilih SPT PPh, lalu klik “Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final 

Pasal 4 ayat (2)” 

9. Kemudian akan muncul daftar bukti pemotongan/ pemungutan PPh Final 

Pasal 4 ayat (2), pada bagian cari data pilih kriteria kemudian klik “nama” 

10. Pada kolom kata kunci, isi nama wajib pajak badan sesuai dengan 

dokumen yang diberikan , klik “tampilkan” 

11. Kemudian akan muncul daftar PPh Pihak lain yang dipotong, ceklis bukti 

potong yang ingin dicetak 

12. Pada kolom menu cetak, pilih Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2) 

Pihak Lain Yang Dipotong 

13. Klik “yes” pada pemberitahuan konfirmasi 

 

14. Kemudian akan muncul bukti potong dalam bentuk PDF yang siap untuk 

dicetak 
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15. Bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) yang berhasil dicetak kemudian 

diberikan kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali 

3.2.7 Memeriksa Kelengkapan Dokumen Jual-Beli Properti 

 

Dalam transaksi jual-beli properti terdapat dokumen-dokumen yang harus 

disertakan, salah satunya adalah Akta Jual Beli (AJB). Berdasarkan Peraturan 

Pemerintah Pasal 37 Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, Akta Jual 

Beli (AJB) adalah dokumen atau akta otentik yang menjadi bukti adanya peralihan 

atas hak tanah dan atau bangunan dari pemilik sebagai penjual kepada pembeli 

sebagai pemilik baru yang dilakukan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT). 

Tujuan untuk memeriksa dokumen-dokumen pada transaksi jual beli properti yaitu 

untuk memastikan kelengkapan bukti dokumen. Dokumen yang diperlukan dalam 

pekerjaan ini yaitu: 

1) Rekapitulasi Data SSP 

 

2) Perjanjian pengikatan jual-beli tanah dan bangunan 

 

3) Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB). 

 

4) Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(SSPD-BPHTB) 

5) Pemberitahuan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) 
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6) Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas penerimaan pajak. 

 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk memeriksa dokumen-dokumen pada 

transaksi jual-beli properti yaitu: 

1. Menerima dokumen transaksi jual-beli dari pembimbing lapangan 

 

2. Memeriksa kelengkapan dokumen-dokumen transaksi jual beli 

 

3. Memerika Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) pada SPPT-PBB dan 

Pemberitahuan Penandatanganan Akta Jual Beli jumlahnya sama 

4. Memeriksa Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan jumlah 

setoran pada Bukti Penerimaan Negara (BPN) terdapat di Rekapitulasi 

Data SSP 

5. Apabila dokumen yang diperiksa seluruhnya terlampir lengkap dan data 

yang ada dalam dokumen tersebut sama, maka dokumen jual-beli properti 

tersebut “lolos” dalam pemeriksaan. Namun, jika dokumen yang diperiksa 

belum lengkap, maka dikembalikan kepada pembimbing lapangan untuk 

diperiksa kembali 

3.2.8 Merekapitulasi Nota Retur Ke Dalam Format Ms.Excel 

 

Nota retur adalah dokumen pada terjadinya transaksi pengembalian barang 

dagangan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual. Nota Retur 

dapat mengurangi pajak keluaran dan PPnBM yang terutang oleh PKP Penjual 
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.Tujuan merekapitulasi nota retur yaitu untuk mengetahui jumlah besarnya 

transaksi pengembalian barang kena pajak dalam suatu periode. Dokumen yang 

dibutuhkan untuk melakukan rekapitulasi nota retur yaitu dokumen nota retur. 

Langkah-langkah merekapitulasi nota retur ke dalam format Ms.Excel sebagai 

berikut: 

1. Menerima dokumen nota retur dari pembimbing lapangan 

 

2. Membuka aplikasi Ms.Excel 

 

3. Membuat format rekapitulasi, yaitu terdiri dari Nomor Faktur Pajak, Nama 

Pembeli, Nomor Pajak Wajib Pajak (NPWP), Alamat Pembeli, Jenis 

Barang Kena Pajak (BKP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP), Harga BKP 

yang Dikembalikan, dan jumlah Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

4. Mengisi Nomor Faktur Pajak yang terdapat pada nota retur 

 

5. Mengisi identitas pembeli yang mengajukan pengembalian, seperti Nama, 

NPWP dan Alamat pembeli 

6. Mengisi informasi pengembalian barang yang terdapat pada nota retur, 

seperti Jenis Barang Kena Pajak (BKP), Dasar Pengenaan Pajak (DPP), 

Harga BKP yang dikembalikan dan Jumlah PPN dari BKP tersebut. 

7. Memberikan hasil rekaptulasi nota retur kepada pembimbing lapangan. 
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3.2.9 Mencetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas PPN dengan 

menggunakan website MCM Mandiri 

Direktorat Jenderal Pajak memudahkan Wajib Pajak untuk membayar dan 

menyetorkan pajak dengan cara pembayaran pajak dapat dilakukan melalui bank 

dan atau pos persepsi. Wajib Pajak yang telah melakukan pembayaran pajak akan 

diberikan Surat Setoran Pajak (SSP) atau Bukti Penerimaan Negara (BPN). Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) adalah dokumen yang diterbitkan oleh bank dan atau 

pos persepsi atas transaksi penerimaan negara. Tujuan mencetak Bukti Penerimaan 

Negara (BPN) yaitu digunakan sebagai bukti berkas saat melaporkan pembayaran 

pajak. Dokumen yang dibutuhkan yaitu rekapitulasi pembayaran pajak perusahaan 

dalam bentuk Ms.Excel. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat Bukti 

Penerimaan Negara (BPN) untuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan 

menggunakan Mandiri Cash Management (MCM) adalah sebagai berikut: 

1. Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

 

2. Pada file rekapan, memfilter nama perusahaan dan jenis pajak PPN yang 

akan dibuat Bukti Penerimaan Negara (BPN) nya 

3. Copy ID Billing BPN yang akan dicetak 

 

4. Masuk ke alamat https://ib.bankmandiri.co.id/ 

 

5. Isi Company ID, User ID, Password dan Language, kemudian klik “Log 

In” 

https://ib.bankmandiri.co.id/
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6. Klik “link” yang tersedia 

 

7. Pilih menu MPN Payment, klik “Tax Inquiry” 

 

8. Pilih Billing ID, lalu paste ID Billing yang sudah dicopy dari file rekapan 

 

Ms.Excel 

 

9. Pada kolom file type, pilih BPN kemudian klik “Download” 

 

10. Kemudian akan muncul Zip file, klik “zip file” tersebut 

 

11. Kemudian pilih BPN dan akan muncul BPN dalam bentuk PDF, klik 

“print” untuk mencetak BPN tersebut 

12. BPN yang berhasil dicetak kemudian diberikan kepada pembimbing 

lapangan untuk diperiksa kembali 

3.2.10 Memeriksa dan Membuat List Kelengkapan Surat Pengajuan Surat 

Keterangan Bebas (SKB) Pajak 

Surat keterangan bebas pajak adalah sebuah dokumen yang dapat membebaskan 

Wajib Pajak dari pemotongan pajak atas penghasilan. Untuk bisa mendapatkan 

fasilitas ini Wajib Pajak diwajibkan untuk mengajukan permohonan. Tujuan dari 

memeriksa dan membuat list kelengkapan surat pengajuan surat keterangan bebas 

pajak yaitu untuk membuat list semua dokumen yang dibutuhkan dalam 

mengajukan permohonan dan memastikan dokumen yang dibutuhkan lengkap. 

Dokumen yang dibutuhkan pada saat membuat list kelengkapan SKB Pajak yaitu 

Daftar Tanah dan/atau Bangunan Yang Telah Dilaporkan Dalam SPT Badan, 
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sedangkan dokumen yang dibutuhkan pada saat melakukan pemeriksaan 

kelengkapan SKB Pajak adalah: 

1. List Kelengkapan SKB 

 

2. Format List Kelengkapan SKB dalam bentuk Ms.Excel 

 

3. Surat Permohonan SKB 

 

4. Surat Pernyataan 

 

5. Daftar Tanah dan/atau Bangunan Yang Telah Dilaporkan Dalam SPT 

Badan 

6. Surat Keterangan Terdaftar (SKT) 

 

7. KTP, KK, dan/atau Akta Perkawinan 

 

8. PPJB 

 

9. Kwitansi 

 

10. Berita Acara Serah Terima (BAST) 

 

11. Sertifikat (Tanda Bukti Hak) 

 

12. SPPT PBB 

 

13. Addendum Alih Hak 

 

14. SPT Badan 

 

15. Surat Perjanjian 

 

16. List Penjualan 

 

Langkah-langkah yang   dilakukan   untuk memeriksa   dan membuat list 

 

kelengkapan SKB yaitu: 

 

1. Menerima dokumen yang diperlukan dari pembimbing lapangan 
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2. Membuka format list kelengkapan SKB dalam bentuk Ms.Excel yang 

diberikan dari pembimbing lapangan 

3. List kelengkapan SKB dibuat 2 bagian, bagian pertama yaitu untuk 

dilakukan pengecekan oleh KPP dan bagian kedua yaitu untuk 

dilakukan pengecekan oleh tax internal perusahaan 

4. Pada list kelengkapan SKB yang dibuat untuk tax internal perusahaan, 

memasukkan jumlah penjualan, jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP), 

dan jumlah PPN dari dokumen daftar tanah dan/atau bangunan yang 

nilai penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh 

5. Mengisi jumlah DPP yang dicatat sebesar daftar tanah dan/atau 

bangunan yang nilai penghasilan yang dilaporkan dalam SPT Tahunan 

PPh 

6. Mengisi jumlah PPN yang didapatkan dari perhitungan tarif PPN yaitu 

sebesar 10% (sepuluh persen) dikali dengan jumlah DPP 

7. Mengisi total penjualan yang didapatkan dari penjumlahan DPP dan 

PPN 

8. Block area yang ingin diprint, klik “print area” 

 

9. Pilih file, kemudian klik “print” 

 

10. List kelengkapan SKB yang berhasil dicetak kemudian diberikan 

kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali 
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11. Memeriksa kelengkapan seluruh dokumen surat pengajuan surat 

kebebasan pajak 

12. Menceklis satu per-satu yang terdapat pada list kelengkapan SKB 

bagian tax internal perusahaan sesuai dengan kelengkapan dokumen 

yang diberikan pembimbing lapangan 

13. Apabila dokumen yang diperiksa seluruhnya terlampir lengkap , maka 

ceklis list kelengkapan SKB akan penuh dan surat pengajuan surat 

kebebasan pajak tersebut “lolos” dalam pemeriksaan. Namun, jika 

dokumen yang diperiksa belum lengkap, maka dikembalikan kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali 

3.2.11 Membuat Surat Pernyataan PPh atas Penjualan Telah Disetor dan 

Dilaporkan Dalam SPT Tahunan dalam Format Ms.Word 

Surat pernyataan PPh atas penjualan telah disetor dan dilaporkan dalam SPT 

Tahunan merupakan salah satu dokumen yang diperlukan pada saat pengajuan atau 

permohonan SKB. Tujuan dari membuat surat pernyataan tersebut adalah untuk 

memberikan keterangan kepada KPP tempat diajukannya SKB bahwa PPh atas 

penjualan telah disetorkan dan dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. 

Dokumen yang diperlukan yaitu daftar penelitian atas kwitansi pembayaran dan 

format surat pernyataan dalam bentuk Ms.Word. Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk membuat surat pernyataan yaitu sebagai berikut: 
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1. Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

 

2. Membuka format surat pernyataan yang telah diberikan pembimbing 

lapangan 

3. Mengisi identitas wajib pajak, yaitu terdiri dari nama pembeli, jenis cluster 

beserta blok rumah, dan harga jualnya. 

4. Membuat keterangan bahwa PPh atas penjualan telah disetor dan 

dilaporkan dalam SPT Tahunan PPh Badan. 

5. Pilih file, klik “print” 

 

6. Surat pernyataan yang berhasil dicetak kemudian diberikan kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali 

3.2.12 Membuat Faktur Pajak Keluaran dengan menggunakan Aplikasi e- 

Faktur 

Pajak keluaran adalah pajak terutang yang wajib dipungut oleh pengusaha kena 

pajak atas penjualan barang kena pajak, jasa kena pajak dan atau barang kena 

pajak yang tergolong dalam barang mewah. PKP akan membuat Faktur Pajak 

Keluaran sebagai bukti pungutan pajak. Pembuatan Faktur Pajak Keluaran 

menggunakan aplikasi e-Faktur yang disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak. 

Tujuan pembuatan Faktur Pajak Keluaran adalah untuk digunakan sebagai 

informasi barang atau jasa yang dibeli dan memberikan informasi mengenai nilai 

tagihan yang harus dibayarkan oleh pembeli. Dalam pembuatan Faktur Pajak 
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Keluaran dokumen dibutuhkan adalah kwitansi sebagai bukti transaksi. Langkah- 

langkah yang dilakukan untuk membuat Faktur Pajak Keluaran menggunakan 

aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut: 

1. Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

 

2. Buka aplikasi e-Faktur 

 

3. Isi user ID dan password, klik “login” 

 

4. Pilih menu file, pilih administrasi kemudian pilih database 

 

5. Klik “Konek Ke Database” 

 

6. Mengisi kembali user ID dan password, klik “login” 

 

7. Pilih Faktur – Pajak Keluaran – Administrasi Faktur 

 

8. Kemudian akan muncul Daftar Faktur Pajak Keluaran, kemudian klik 

“Rekam Faktur” 

9. Pada halaman dokumen transaksi, mengisi tanggal dokumen, masa pajak 

dan tahun pajak sesuai dengan kwitansi, klik “simpan” 

10. Pada halaman lawan transaksi, klik “[F3] Cari NPWP”, kemudian isi kata 

kunci berdasarkan nama wajib pajak, lalu klik hasil pencarian tersebut 

11. Setelah muncul tampilan input faktur, memastikan isi identitas wajib pajak 

pada bagian dokumen transaksi sesuai dengan kwitansi. Klik “lanjutkan”. 
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12. Klik “Rekam Faktur”, kemudian pada semua bagian detail penyerahan 

barang/jasa diisikan sesuai dengan dokumen kwitansi. Kemudian klik 

simpan. 

13. Simpan lawan transaksi, kemudian klik “no”. 

 

14. Ketika lawan transaksi sudah tersimpan, klik “simpan”. 

 

15. Klik “no” untuk tidak membuat faktur baru 

 

16. Setelah pembuat Faktur Pajak Keluar selesai diberikan kepada pembimbing 

lapangan untuk diperiksa sebelum Faktur Pajak keluaran di upload. 

Langkah-langkah yang dilakukan untuk melakukan approval terhadap Faktur 

Pajak Keluaran menggunakan aplikasi e-Faktur adalah sebagai berikut: 

1. Tetap pada aplikasi e-Faktur, Faktur Pajak Keluaran yang sudah dibuat 

sebelumnya akan tersimpan pada Data Faktur Pajak Keluaran dengan  

status “Belum Approve” sehingga harus dilakukan approval agar terupload 

ke sistem milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP). 

2. Setelah klik “upload”, kemudian klik “yes” untuk mengupload faktur, klik 

ok, Path sertifikat berhasil diupdate. 

3. Upload Faktur Pajak “belum approve” yang dipilih untuk diupload. 

 

4. Klik “yes” untuk upload faktur, klik “ok”. 

 

5. Faktur yang dipilih tersebut akan berubah menjadi “siap approve”. 

 

6. Klik “Management Upload”, lalu klik “Upload Faktur”. 
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7. Klik “Start Uploader” 

 

8. Masukkan Captcha dan Password, kemudian klik “submit”. 

 

9. Kemudian akan muncul informasi “Uploader Berjalan”, lalu klik “ok”. 

 

10. Setelah Approval Sukses, buat file PDF dan dicetak untuk dilampirkan 

bersamaan dengan invoice. 

3.2.13 Membuat Disposisi Pembayaran PPN dalam bentuk Ms.Word 

 

Disposisi adalah form pembayaran yang disetujui oleh direksi. Tujuan membuat 

disposisi yaitu untuk digunakan pada saat divisi perpajakan hendak membayarkan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) agar mendapat persetujuan oleh pihak direksi. 

Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat disposisi yaitu SPT Masa PPN 

Formulir 1111 dan format form disposisi dalam bentuk Ms.Excel. Langkah- 

langkah membuat disposisi yaitu sebagai berikut: 

1. Menerima SPT Masa PPN Formulir 1111 dari pembimbing lapangan 

 

2. Membuka file format form disposisi yang telah diberikan pembimbing 

lapangan. Pada kolom biaya, diisi sebesar Jumlah PPN kurang atau (lebih) 

bayar pada SPT Masa PPN Formulir 1111 

3. Mengisi kolom terbilang sesuai dengan kolom biaya 

 

4. Mengisi tanggal pembuatan disposisi 

 

5. Block disposisi, lalu klik “print area” 
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6. Pilih file kemudian klik “print”, disposisi yang berhasil dicetak kemudian 

diberikan kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. 

3.2.14 Membuat ID Billing PPh Final dengan menggunakan aplikasi MCM 

Mandiri 

Kode billing (ID Billing) adalah kode identifikasi yang diterbitkan melalui sistem 

billing atas suatu jenis pembayaran atau setoran yang akan dilakukan wajib pajak. 

Pembuatan kode billing melalui aplikasi Mandiri Cash Management (MCM). 

MCM Mandiri merupakan suatu media dari mandiri e-Tax seputar pelayanan 

pembayaran pajak secara elektronik yang memberikan kemudahan dalam 

melakukan pembayaran kewajiban pajak atau penerimaan negara lainnya. Tujuan 

membuat ID Billing adalah menerbitkan kode billing untuk pembayaran atau 

penyetoran penerimaan negara secara elektronik, yaitu melalui e-Billing atau 

Mandiri Cash Management (MCM). Dalam melaksanakan tugas tersebut dokumen 

yang dibutuhkan adalah data rekapan jenis setoran dan jumlah pajak yang akan 

disetorkan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk membuat ID Billing melalui 

Mandiri Cash Management (MCM) Mandiri adalah sebagai berikut: 

1. Menerima data jenis setoran dan jumlah pajak yang akan disetorkan 

dari pembimbing lapangan 

2. Masuk ke website browser https://ib.bankmandiri.co.id/. 

https://ib.bankmandiri.co.id/
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3. Kemudian masukkan Company ID, User ID, Password dan Language, 

selanjutnya klik “Log In” 

4. Klik “link” yang tersedia 

 

5. Masuk ke menu MPN Payment lalu klik “Tax Payment” 

 

6. Isi from account berdasarkan nomor rekening perusahaan, jumlah setor 

(amount) diisi berdasarkan data rekapan, dan NPWP perusahaan. 

Kemudian klik “inquiry” lalu data nama penyetor pajak (tax payer 

name), alamat (address), dan kota (city) akan otomatis terisi. Isi bagian 

jenis setoran (deposit type), masa pajak (tax period) dan tahun pajak 

(tax year) berdasarkan data rekapan, kemudian mengisi bagian jenis 

pajak (tax type) berdasarkan informasi yang diperoleh dari website. 

7. Klik “confirm” dan melakukan pengecekan apakah data yang dibuat 

sudah benar, kemudian klik “submit”. 

8. Setelah pembuatan kode billing selesai, file PDF atas kode billing ini di 

download kemudian dicetak, dan diberikan kepada staff yang diberi 

tugas untuk melakukan pembayaran pajak 

3.2.15 Melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) melalui aplikasi e-Filing 

Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dilakukan setelah dibuatnya Surat 

Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Pelaporan Pajak
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Pertambahan Nilai (PPN) paling lambat dilaporkan pada akhir bulan berikutnya 

sejak berakhirnya masa pajak. Tujuan dilakukannya pelaporan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) adalah untuk memenuhi kewajiban perpajakan yang sesuai dengan 

Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Dalam melaporkan 

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dengan menggunakan e-Filing dibutuhkan 

dokumen berupa Surat Pemberitahuan (SPT) dalam bentuk CSV. Langkah-langkah 

yang dilakukan dalam melaporkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) melalui e- 

Filing adalah sebagai berikut: 

1. Membuka aplikasi e-Faktur 

 

2. Klik “file”, pilih administrasi DB 

 

3. Pilih Database, Klik “Konek Ke Database” 

 

4. Isi Username dan Password, klik “Login” 

 

5. Klik “SPT”, kemudian klik “Buka SPT” 

 

6. Pilih jenis SPT yang ingin dilaporkan, klik “Buat File SPT (CSV)” 

 

7. Klik “save” 

 

8. Pada pemberitahuan „CSV SPT Berhasil Dibuat‟, klik “ok” 

 

9. Buka aplikasi e-Filing, isi username dan password, klik “login” 

 

10. Klik “paket”, kemudian pada halaman paket isi NPWP, jenis SPT, Masa 

Pajak dan Tahun Pajak, serta pembetulan (jika ada) sesuai dengan SPT 

yang ingin dilaporkan 
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11. Klik “Pilih File CSV” 

 

12. Masukkan file SPT (CSV) yang sudah disimpan sebelumnya 

 

13. Klik “ok” pada pemberitahuan „File yang dipilih PPN‟ 

 

14. Pilih menu upload, klik “refresh” 

 

15. Pilih file yang ingin diupload, kemudian klik “upload” 

 

16. Pilih menu pengiriman, klik “refresh” 

 

17. Kemudian akan muncul file yang berhasil diupload, pilih file tersebut 

kemudian klik “Ambil NTTE” 

18. Setelah itu akan muncul pemberitahuan „Xml berhasil dipisah‟, klik “ok” 

 

19. SPT yang telah berhasil dilapor, akan masuk ke dalam daftar file lapor 

dengan status success. 

3.2.16 Merekapitulasi dan Mengklasifikasikan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam bentuk Ms.Excel 

Melakukan pembuatan rekapitulasi atas PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 

4 ayat (2) merupakan suatu kegiatan membuat ringkasan data pajak penghasilan 

yang telah dibayar oleh perusahaan. Tujuan merekapitulasi dan mengklasifikasi 

data PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2) adalah untuk mengetahui 

besarnya PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2) yang telah dibayar, serta 

sebagai catatan atau dokumentasi perusahaan. Dalam melaksanakan tugas tersebut 

dokumen-dokumen yang dibutuhkan adalah bukti kas-bank keluar, format
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rekapitulasi dalam bentuk Ms.Excel dan Surat Badan Usaha Jasa Konstruksi 

(SBUJK) untuk PPh Pasal 4 ayat (2) yang sudah diberikan oleh pembimbing 

lapangan. Langkah-langkah yang dilakukan untuk merekapitulasi dan 

mengklasifikasikan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23, dan Pasal 4 ayat (2) adalah 

sebagai berikut: 

A. Merekapitulasi dan Mengklasifikasikan PPh Pasal 21 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Rekapitulasi dan Mengklasifikasikan PPh 

Pasal 21 adalah sebagai berikut: 

1. Pembimbing lapangan memberikan dokumen yang dibutuhkan yaitu bukti 

kas-bank keluar dan softcopy format rekapitulasi PPh Pasal 21 dalam 

bentuk Ms.Excel. 

2. Membuka file format rekapitulasi dalam bentuk Ms.Excel yang berisikan 

kolom No, JI No, Description, No LK, Payment To, Payment Date, Ref, 

DPP, Tarif, PPh dan No Bukti Potong. 

3. Memindahkan data dari dokumen PPh Pasal 21 ke dalam format 

rekapitulasi Ms.Excel. 

4. Memberikan hasil dari rekapitulasi dan klasifikasi yang sudah dimasukkan 

ke dalam Ms.Excel kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali 

oleh pembimbing lapangan. 
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B. Merekapitulasi dan Mengklasifikasikan PPh Pasal 23 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Rekapitulasi dan Mengklasifikasikan 

PPh Pasal 23 adalah sebagai berikut: 

1. Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan yaitu 

bukti kas-bank keluar dan softcopy format rekapitulasi PPh Pasal 23 

dalam bentuk Ms.Excel 

2. Membuka file format rekapitulasi dalam bentuk Ms.Excel  yang 

berisikan kolom No, JI No, Description, No LK, Payment To, Payment 

Date, Ref, DPP, Tarif, PPh dan No Bukti Potong. 

3. Memindahkan data dari dokumen PPh Pasal 23 ke dalam format 

rekapitulasi dalam bentuk Ms.Excel. 

4. Memberikan hasil dari rekapitulasi dan klasifikasi yang sudah 

dimasukkan ke dalam Ms.Excel kepada pembimbing lapangan untuk 

diperiksa kembali oleh pembimbing lapangan. 

C. Merekapitulasi dan Mengklasifikasikan PPh Pasal 4 ayat (2) 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam Rekapitulasi dan Mengklasifikasikan 

PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut: 
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1. Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan yaitu 

bukti kas-bank keluar Masa Januari 2020 dan softcopy format 

rekapitulasi PPh Pasal 4 ayat (2) dalam bentuk Ms.Excel 

2. Membuka file format rekapitulasi dalam bentuk Ms.Excel  yang 

berisikan kolom No, JI No, Description, No LK, Payment To, Payment 

Date, Ref, DPP, Tarif, PPh dan No Bukti Potong. 

3. Memindahkan data dari dokumen PPh Pasal 4 ayat (2) ke dalam format 

rekapitulasi dalam bentuk Ms.Excel. 

4. Memberikan hasil dari rekapitulasi dan klasifikasi yang sudah 

dimasukkan ke dalam Ms.Excel kepada pembimbing lapangan untuk 

diperiksa kembali oleh pembimbing lapangan. 

3.2.17 Merekapitulasi SPT Masa PPN dari aplikasi e-Faktur ke dalam 

Format Ms.Excel 

SPT Masa PPN adalah form yang digunakan oleh Wajib Pajak Badan untuk 

melaporkan perhitungan jumlah pajak, baik itu PPN maupun PPnBM yang 

terutang. Tujuan pekerjaan ini yaitu untuk mengetahui besarnya jumlah PPN yang 

akan dilaporkan, data rekapitulasi yang digunakan sebagai catatan atau 

dokumentasi perusahaan, dan memastikan hasil rekapitulasi e-Faktur tidak ada 

selisih dengan SPT Fisiknya. Dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy 

rekapitulasi dari aplikasi e-Faktur dan dokumen hardcopy SPT Masa PPN
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Formulir 1111. Langkah-Langkah yang dilakukan untuk merekapitulasi e-SPT ke 

dalam format Ms. Excel sebagai berikut: 

1. Buka aplikasi e-Faktur 

 

2. Isi Username dan Password, klik “Login” 

 

3. Pilih database, klik “konek ke database” 

 

4. Mengisi kembali Username dan Password, klik “Login” 

 

5. Pilih SPT, klik “Buka SPT” 

 

6. Pilih jenis SPT yang diinginkan, klik “Buka SPT untuk Diubah” 

 

7. Klik “ok” 

 

8. Pilih SPT, Formulir lampiran, lalu klik A2 

 

9. Klik “Hitung total record” 

 

10. Block seluruh total record, mengcopy seluruh total record dengan cara 

tekan tombol “Ctrl+C” 

11. Buka aplikasi Ms.Excel 

 

12. Membuat format rekapitulasi, yaitu berisi nama pembeli, NPWP, Kode dan 

Nomor Seri, Tanggal, DPP, PPN, PPnBM, Kode dan Nomor Seri FP yang 

diganti/diretur/dibatalkan, Masa dan Tahun, Nilai SPT Fisik yang terdiri 

dari DPP dan PPN. 

13. Paste seluruh total record yang sudah dicopy melalui aplikasi e-Faktur ke 

 

file rekapitulasi Ms.Excel. 
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14. Menjumlah total DPP dan PPN setiap masa. 

 

15. Mengisi jumlah DPP dan PPN pada Nilai SPT Fisik 

 

16. Menghitung Selisih DPP dan PPN, yaitu selisih DPP didapatkan dari DPP 

menurut e-SPT dikurangi dengan DPP menurut SPT fisik dan selisih PPN 

didapatkan dari PPN menurut e-Faktur dikurangi dengan PPN menurut 

SPT fisik. 

17. Setelah selesai merekapitulasi, memberikan kepada pembimbing lapangan 

untuk diperiksa kembali. 

3.3 Uraian Pelaksanaan Kerja Magang 

 

3.3.1 Proses Pelaksanaan 

 

Pelaksanaan kerja magang dilakukan di PT Paramount Enterprise International 

selama 65 hari yaitu dari tanggal 02 Desember 2019 hingga 13 Maret 2020 . Tugas 

yang dilakukan berkaitan dengan bidang perpajakan. Berikut rincian tugas-tugas 

yang dilakukan selama proses kerja magang yang dilakukan berdasarkan 

perusahaan adalah sebagai berikut: 

1. Mencetak Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) atas PPN 

 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy list BPE 

atas PPN periode Januari sampai Desember 2019 yang belum dicetak 

dalam bentuk Ms.Excel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencetak 

BPE atas PPN adalah sebagai berikut: 
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1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu softcopy list BPE (Gambar 3.1) 

Gambar 3.1 

 

List BPE Yang Belum Dicetak Dalam Bentuk Ms.Excel 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Buka website browser online-pajak.com (Gambar 3.2) 

 

Gambar 3.2 

 

Tampilan Awal Online-Pajak.com 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Masukkan email dan password, kemudian klik “masuk” 
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Gambar 3.3 

Tampilan Masuk 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Pilih nama Wajib Pajak yaitu PT PEI 

 

Gambar 3.4 

Tampilan Pilih Wajib Pajak 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

5) Pilih menu lapor 
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Jan 

 

 
 

Gambar 3.5 

Tampilan Pilih Menu Lapor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6) Pilih masa pajak sesuai BPE yang ingin dicetak yaitu masa Januari 

tahun 2019 (Gambar 3.6) 

Gambar 3.6 

Tampilan Pilih Masa Pajak 
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Unduh 

BPE 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

7) Pilih PPN, kemudian klik “Unduh BPE” 

 

Gambar 3.7 

Tampilan Unduh BPE PPN 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Kemudian akan muncul BPE dalam bentuk PDF yang siap untuk 

dicetak (Gambar 3.8) 
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Gambar 3.8 

 

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) Dalam Bentuk PDF 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9) Memberikan tanda BPE telah dicetak pada masa Januari yang 

terdapat pada data rekapan list BPE yang telah diberikan 

sebelumnya (Ganbar 3.9) 



97 
 

 

 
 

Gambar 3.9 

 

Pemberian Tanda Pada BPE Yang Telah Dicetak Pada 

Dokumen List BPE Dalam Bentuk Ms.Excel 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPN yang berhasil dicetak 

kemudian diberikan kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa 

kembali. Pembuatan Bukti Penerimaan Elektronik (BPE) PPN 

melalui website online-pajak.com dilakukan untuk PT PEI yaitu 

untuk periode 2019 dengan jumlah BPE sebanyak 12 dokumen BPE 

(Lampiran 6), dan mencetak BPE atas PPh Pasal 21 untuk PT PG 

Periode 2019 sebanyak 12 dokumen BPE (Lampiran 7). 

2. Mencetak Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN Menggunakan 

Aplikasi e-Faktur 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy list SPT 

Masa PPN yang belum dicetak periode Januari sampai Desember 2019 

dalam bentuk Ms.Excel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam mencetak 

SPT Masa PPN adalah sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu softcopy list SPT Masa PPN yang ingin dicetak 
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Gambar 3.10 

 

List SPT Masa PPN Yang Ingin Dicetak 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Membuka aplikasi e-Faktur yaitu ETaxInvoice 

 
Gambar 3.11 

Aplikasi e-Faktur 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Pada menu „Pilih Database’, pilih Lokal Database kemudianklik 

“Connect” 
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Gambar 3.12 

Tampilan Menu Pilih Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Masukkan nama user dan password, kemudian klik “login” 

 

Gambar 3.13 

Tampilan Log In 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

5) Pilih menu file, klik “Administrasi DB” 
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ETAXINVOICE 

 

 
 

Gambar 3.14 

Tampilan Menu File 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6) Pilih database yaitu ETaxInvoice, kemudian klik “Konek Ke 

 

Database” 

 

Gambar 3.15 

Tampilan Konek Ke Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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7) Pilih menu SPT, kemudian klik “Buka SPT” 

 

Gambar 3.16 

Tampilan Menu SPT 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Pada halaman Buka SPT, pilih jenis SPT yang ingin dicetak 

yaitu Masa Januari tahun 2019 dan klik “Cetak SPT Induk & 

Lamp. AB” (Gambar 3.17) 

Gambar 3.17 

Halaman Buka SPT 
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SPT PEI MND JAN-OCT 19 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9) Pilih folder yaitu SPT PEI MND JAN-OCT 19 sebagai tempat 

penyimpanan formulir SPT, kemudian klik “save” untuk 

menyimpan SPT pada folder penyimpanan (Gambar 3.18) 

Gambar3.18 

Tampilan Penyimpanan SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10) Klik “ok” pada pemberitahuan  „Buat SPT‟ 

 

Gambar 3.19 

Pemberitahuan Buat SPT 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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PEI PT PEI 
01 s.d 01 - 2019 

 

 
 

11) Kemudian akan muncul SPT Masa PPN Formulir 1111 dan 

formulir AB dalam bentuk PDF yang siap untuk dicetak 

(Gambar 3.20) 

Gambar 3.20 

 

SPT Masa PPN Formulir 1111 
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PEI 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

12)  Memberikan tanda pada kolom masa SPT Masa PPN yang sudah 

dicetak yaitu Masa Januari 2019 yang terdapat pada softcopy list 

SPT Masa PPN (Gambar 3.21) 

Gambar 3.21 

 

Pemberian Tanda Pada List SPT Dalam Bentuk Ms.Excel atas 

SPT Masa PPN Yang Telah Dicetak 

PT PEI 01 s.d 01 - 2019 
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01 s.d 01 -2019 PT PEI 

 

 

 

 
 

 

 

 

SPT Masa PPN Formulir 1111 dan Formulir AB yang berhasil 

dicetak kemudian diberikan kepada pembimbing lapangan untuk 

diperiksa kembali. Pekerjaan mencetak SPT Masa PPN dilakukan 

untuk PT PEI cabang Tangerang dan Manado selama 1 periode 

yaitu tahun 2019 dengan jumlah SPT Masa PPN sebanyak 24 

Formulir 1111 (Lampiran 8) dan Formulir AB (Lampiran 9). 

3. Memasukkan Faktur Pajak Masukan dengan menggunakan Aplikasi 

 

Scan Barcode 

 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah hardcopy Faktur 

Pajak Masukan Masa Februari 2020. Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk memasukkan data Faktur Pajak masukan dengan menggunakan 

aplikasi scan barcode e-Faktur adalah sebagai berikut: 

01 s.d 01 - 2019 
PT PEI 
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1) Menerima Faktur Pajak Masukan yang akan di-scan 

 

Gambar 3.22 

Faktur Pajak Masukan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Buka aplikasi scan barcode e-Faktur pada website browser yaitu 

https://scan.barcodefaktur.com/web/user/login 
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Gambar 3.23 

 

Halaman Log In Aplikasi Scan Barcode e-Faktur 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Isi Username or Email dan Password 

 

Gambar 3.24 

 

Tampilan Log In Aplikasi Scan Barcode e-Faktur 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Februari 2020 

 

 
 

4) Kemudian akan muncul halaman Scan QR Barcode, klik “Masa 

pajak” dan ubah sesuai Masa pajak yang akan discan yaitu Januari 

2020 sesuai dengan Faktur Pajak Masukan yang diberikan 

pembimbing lapangan, namun sesuai arahan dari pembimbing 

lapangan Faktur Pajak yang dikerjakan diubah menjadi masa 

Februari 2020 seperti pada Gambar 3.25 

Gambar 3.25 

Tampilan Scan Barcode 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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5) Mengisi keterangan 1 dan keterangan 2 sesuai nomor yang ada di 

Faktur Pajak Masukan, pada keterangan 1 diisi 

QO/PEI/2020/02/10401 dan keterangan 2 diisi 

CO/PEI/2020/02/10561 seperti pada Gambar 3.26 

Gambar 3.26 

 

Pengisian Keterangan 1 dan Keterangan 2 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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6) Siapkan Faktur Pajak Masukan yang akan discan dan alat scanner, 

lalu Scan QR Barcode (Gambar 3.27) 

Gambar 3.27 

 

Scan QR Barcode 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

7) Faktur Pajak berhasil di-scan, akan muncul status „Faktur Valid, 

Sudah diapprove oleh DJP‟ 

Gambar 3.28 

 

Pemberitahuan Status Faktur Valid, Sudah Diapprove Oleh 

DJP 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Melakukan Scan Barcode Faktur Pajak Masukan guna memasukkan 

data dengan menggunakan aplikasi scan barcode e-Faktur 

dilakukan untuk PT PEI cabang Tangerang, Semarang dan Manado 

selama bulan Februari 2020 dengan jumlah Faktur Pajak Masukan 

yang di Scan Barcode sebanyak 430 Faktur Pajak Masukan 

(Lampiran 11). Detail Faktur Pajak Masukan terdapat pada 

Lampiran 10. 



112 
 

PT KB 

 

 
 

4. Membuat Surat Pemberitahuan (SPT) dan Bukti Potong (Bukpot) PPh 

Pasal 23 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah hardcopy bukti kas- 

bank keluar Masa November 2019. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

membuat SPT dan Bukti Potong PPh Pasal 23 yaitu: 

1) Menerima dokumen hardcopy bukti kas-bank keluar Masa 

November 2019 

Gambar 3.29 

Bukti Kas-Bank Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 



113 
 

 

 
 

2) Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 23/26 

 

Gambar 3.30 

 

Aplikasi e-SPT PPh Pasal 23/26 
 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

3) Kemudian akan muncul tampilan awal e-SPT PPh Pasal 23/26 

 

Gambar 3.31 

 

Tampilan Awal e-SPT PPh Pasal 23/26 
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administrator 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Pilih database yaitu PPh 23_PP, kemudian klik “ok” seperti pada 

Gambar 3.32 

Gambar 3.32 

Tampilan Pilih Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

5) Isi username dan password  kemudian  klik “ok” 

 

Gambar 3.33 

Tampilan Log In 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6) Pilih program, klik “Buat SPT Baru” 

 
 

Gambar 3.34 

Tampilan Buat SPT Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

7) Pilih menu SPT PPh, kemudian klik “Bukti Potong PPh Pasal 23” 

 
 

Gambar 3.35 

Tampilan Menu SPT PPh 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Mengisi masa pajak yaitu November dan tahun pajak yaitu 2019, 

lalu klik “buat” (Gambar 3.36), kemudian SPT berhasil dibuat klik 

“ok” (Gambar 3.37) 

Gambar 3.36 

Tampilan Membuat SPT Baru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.37 

 
Tampilan Informasi SPT Berhasil Dibuat 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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9) Pilih program, klik “Buka SPT Yang Ada” 

 

 
Gambar 3.38 

Tampilan Pilih SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10) Pilih November 2019, klik “buka” (Gambar 3.39) dan pilih buka 

SPT untuk diedit kembali/revisi, klik “ok” (Gambar 3.40) 

Gambar 3.39 

Tampilan Setting SPT 
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Buka SPT untuk diedit kembali/revisi 

Nomor bukti potong 

Referensi 

 

 
 

Gambar 3.40 

Tampilan Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

11) Klik “Utility”, pilih referensi, lalu klik “nomor bukti potong” 

 
 

Gambar 3.41 

Tampilan Utility 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Data Berhasil Diubah 

Simpan 

0000000 PP/PPH23/11/19 

 

 
 

12) Ubah nomor bukti potong sesuai masa dan tahun pajak yaitu 

0000000 PP/PPH23/11/19, klik “simpan” 

Gambar 3.42 

 

Tampilan Ubah Referensi Nomor Bukti Potong 
 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

13) Data bukti potong berhasil diubah, klik “ok” 

 

Gambar 3.43 

Tampilan Referensi Nomor BP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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14) Klik “SPT PPh”, kemudian klik “Bukti Potong PPh Pasal 23” 

 

Gambar 3.44 

Tampilan Menu SPT PPh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

15) Isi NPWP dengan meng-klik “Tabel WP” (Gambar 3.45) dan 

kemudian klik “pilih” pada Wajib Pajak dipotong sesuai dokumen 

hardcopy bukti kas-bank keluar Masa November 2019 (Gambar 

3.46) 

Gambar 3.45 

 

Tampilan Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
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PT KB 

KB 

 

 
 

Gambar 3.46 

 

Tampilan Daftar Lawan Transaksi 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

16) Pilih jenis penghasilan sesuai dengan dokumen yang diberikan oleh 

pembimbing lapangan yaitu pilih bagian d. Jasa lain, kemudian klik 

“Jasa Instalasi/Pemasangan Mesin, Peralatan, Listrik, Telepon, Air, 

Gas, AC, Dll..” 

Gambar 3.47 

Tampilan Pilih Jasa Penghasilan 
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B 

A 

85.085.000 

A 

1.701.700 

B 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

17) Mengisi jumlah penghasilan bruto yaitu sebesar Rp. 85.085.000 

(Gambar 3.48 bagian A), kemudian akan terhitung jumlah PPh yang 

dipotong oleh sistem yaitu sebesar Rp. 1.701.000 (Gambar 3.48 

bagian B) yang didapatkan dari jumlah penghasilan bruto dikalikan 

dengan tarif 2% (dua persen), kemudian klik “simpan” 

Gambar 3.48 

Perhitungan PPh Yang Dipotong 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

18) Kemudian klik “ok” pada pemberitahuan  „Data Berhasil Disimpan‟ 

 

Gambar 3.49 

 

Pemberitahuan ‘Data Berhasil Disimpan’ 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

19) Kemudian akan muncul Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 dalam 

bentuk PDF yang siap untuk dicetak, klik “print” untuk mencetak 

bukti potong PPh Pasal 23 (Gambar 3.50) 
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PT PP 

PT KB 

PT PP 

000002/PP/PPH23/11/19 

1.701.700 85.085.000 

1.701.700 85.085.000 

 

 
 

Gambar 3.50 

 

Bukti Pemotongan PPh Pasal 23 
 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Bukti potong yang berhasil dicetak kemudian diberikan kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. Pembuatan SPT 

dan Bukti Potong PPh Pasal 23 menggunakan aplikasi e-SPT PPh 
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PT MB 

 

 
 

Pasal 23/26 dibuat sebanyak 5 (lima) SPT Masa untuk PT PP masa 

November 2019 (Lampiran 12 dan Lampiran 13). 

5. Membuat SPT PPh Pasal 4 ayat (2) Menggunakan Aplikasi e-SPT PPh 

Pasal 4 ayat (2) 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah bukti kas-bank 

keluar Masa November 2019. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membuat SPT PPh Pasal 4 ayat (2) dengan menggunakan aplikasi e-SPT 

PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan, yaitu hardcopy bukti kas-bank 

keluar Masa November 2019 

Gambar 3.51 

Bukti Kas-Bank Keluar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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2) Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 

 

Gambar 3.52 

 

Aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 
 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Kemudian pilih Connect To Database yaitu 4ayat2_PP karena 

dalam hal ini perusahaan yang ingin dilakukan pembuatan SPT 

adalah PT PP, klik “ok” 

Gambar 3.53 

Tampilan Connect To Database 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Masukkan Username dan Password, klik “ok” 

 

Gambar 3.54 

Tampilan Login Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

5) Kemudian akan muncul tampilan awal e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 

 

Gambar 3.55 

 

Tampilan Awal e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 
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6) Pilih program, klik “Buat SPT Baru” 

 

Gambar 3.56 

Tampilan Pilih SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

7) Isi masa pajak yaitu November dan tahun pajak yaitu 2019, lalu  

klik “Buat” (Gambar 3.57). Setelah itu, SPT berhasil dibuat klik 

“ok” (Gambar 3.58) 

Gambar 3.57 

Tampilan Buat SPT Baru 
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Buka SPT Yang Ada 

 

 
 

Gambar 3.58 

 

Tampilan Informasi SPT Berhasil Dibuat 

 

 
(Sumber: Dokumentasi perusahaan) 

 

8) Pilih program, klik “Buka SPT Yang Ada” 

 

Gambar 3.59 

Tampilan Pilih SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9) Pilih November 2019, lalu klik “Buka” seperti pada Gambar 3.60 

dan pilih buka SPT untuk diedit/direvisi, klik “ok 
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November 2019 

Buka SPT untuk diedit kembali/revisi 

 

 
 

Gambar 3.60 

Tampilan Setting SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.61 

Tampilan Konfirmasi 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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10) Pilh SPT PPh, lalu klik “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan 

PPh Final/ Pasal 4 ayat (2)” 

Gambar 3.62 

Tampilan Menu SPT PPh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

11) Kemudian akan muncul daftar bukti pemotongan/ pemungutan PPh 

Final/ Pasal 4 ayat (2), lalu klik “Baru” 
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PT PP 

Baru 

 

 
 

Gambar 3.63 

 

Tampilan Daftar Bukti Pemotongan/ Pemungutan PPh Final/ 

Pasal 4 ayat (2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
12) Mengisi nomor bukti yaitu 000002/PP/FINAL/11/19, kemudian Isi 

NPWP dengan cara meng-klik “Tabel WP” 

Gambar 3.64 

Tampilan Tabel WP 
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PT MB 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

13) Pada daftar lawan transaksi, klik “pilih” untuk memilih Wajib Pajak 

yang ingin dipotong yaitu PT MB pada tabel lawan transaksi 

 
Gambar 3.65 

 

Tampilan Daftar Lawan Transaksi 
 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

14) Isi jumlah nilai bruto sebesar Rp 667.667.000 pada jenis 

penghasilan yang dipilih berdasarkan dokumen yang diberikan 

pembimbing lapangan yaitu nomor 3 dengan keterangan Jasa 

Pelaksanaan Konstruksi Oleh Penyedia Jasa selain angka (1) Jasa 

pelaksanaan konstruksi oleh penyedia jasa dengan kualifikasi usaha 

kecil dan (2) Jasa pelaksanaan konstruksi oleh jasa yang tidak 
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A B 

A 

 

 
 

memiliki kualifikasi (Gambar 3.66 bagian B), sementara PPh yang 

dipotong/dipungut akan terhitung secara otomatis melalui sistem e- 

SPT yaitu sebesar Rp 20.030.010. 

Gambar 3.66 

 

Perhitungan Jumlah PPh Yang Dipotong/Dipungut 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

15) Kemudian klik “simpan” 
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PT MB 

PT PEI 

Simpan 

 

 
 

Gambar 3.67 

 

Tampilan Simpan Transaksi PPh Pasal 4 ayat (2) 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

16) Klik “yes” pada pemberitahuan konfirmasi (Gambar 3.68), lalu klik 

“ok” pada pemberitahuan „data berhasil disimpan‟ (Gambar 3.69) 

Gambar 3.68 

 

Tampilan Pemberitahuan Konfirmasi 
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Gambar 3.69 

 

Tampilan Pemberitahuan ‘Data Berhasil Disimpan’ 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Transaksi yang berhasil disimpan akan tersimpan secara otomatis di 

Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Final/Pasal 4 ayat (2). 

Pembuatan SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan aplikasi 

e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) dibuat sebanyak 5 (lima) SPT Masa 

untuk PT PEI masa November 2019 (Lampiran 15). 

6. Membuat Bukti Potong SPT Masa PPh Pasal 4 ayat (2) Menggunakan 

Aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy rekapan 

PPh Pasal 4 ayat (2) periode Januari sampai Desember 2019. Langkah- 

langkah yang dilakukan dalam membuat bukti potong SPT Masa PPh Pasal 

4 ayat (2) menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu sebagai 

berikut: 

1) Menerima dokumen softcopy rekapan PPh Pasal 4 ayat (2) periode 

Januari sampai Desember 2019 yang ingin dicetak dari pembimbing 

lapangan 
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000061/PEI/FINAL/05/19 

PT PEI 

 

 
 

Gambar 3.70 

 

Rekapan PPh Pasal 4 Ayat (2) Yang Ingin Dicetak 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Buka aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 

 

Gambar 3.71 

 
 

Aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat (2) 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Pilih database yaitu 4ayat2_Tangerang.new, kemudian klik “ok” 

 
 

Gambar 3.72 

Tampilan Pilih Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Isi Username dan Password, kemudian klik “ok” 

 

Gambar 3.73 

Tampilan Log In 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 
 

5) Pilih program, lalu klik “Buka SPT Yang Ada” 

 

Gambar 3.74 

 

Tampilan Pilih Buka SPT Yang Ada 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6) Pada halaman setting SPT, pilih Masa Pajak yaitu Mei dan 

Tahun Pajak yaitu 2019, lalu klik “Buka” 

Gambar 3.75 

Tampilan Setting SPT 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 
 

7) Pada bagian konfirmasi, pilih buka SPT untuk diedit 

kembali/direvisi kembali, lalu klik “ok” 

Gambar 3.76 

Tampilan Konfirmasi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Pilih SPT PPh, lalu klik “Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan 

PPh Final/Pasal 4 ayat (2)” 

Gambar 3.77 

 

Tampilan Pilih Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh 

Final/Pasal 4 ayat (2) 
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PT AP 

 

 
 

9) Kemudian akan muncul Daftar Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh 

Final/Pasal 4 ayat (2), pada bagian cari data pilih kriteria kemudian 

klik “nama”, lalu mengisi nama wajib pajak pada kata kunci, klik 

“terapkan” 

Gambar 3.78 

Tampilan Pencarian Kata Kunci 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10) Kemudian akan muncul seluruh transaksi/ bukti potong pada wajib 

pajak yang dicari 
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PT AP 

PT AP 

 
 

Gambar 3.79 

 

Daftar Bukti Potong Hasil Pencarian Wajib Pajak 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

11) Pilih bukti potong yang ingin dicetak sesuai dengan dokumen 

softcopy rekapan bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) yaitu nomor 

bukti potong 0000061/PEI/FINAL/05/19 dengan jumlah DPP 

sebesar Rp 788.107.631 
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Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 

ayat (2) Pihak Lain Yang Dipotong 

AP 

 

 
 

Gambar 3.80 

 

Tampilan Pilih Bukti Potong Yang Ingin Dicetak 
 
 

PT PEI 
 

0000061/PEI/FINAL/ 

05/19  788.107.631 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   PT AP  

     

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

12) Pada menu cetak, klik “Bukti Potong/Pungut PPh Pasal 4 ayat (2) 

Pihak Lain Yang Dipotong” kemudian klik “cetak” 

Gambar 3.81 

Tampilan Menu Cetak 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

13) Klik “Yes” pada bagian konfirmasi 

 

Gambar 3.82 

Tampilan Konfirmasi 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

14) Setelah itu akan muncul bukti potong PPh Pasal 4 ayat (2) dalam 

bentuk PDF yang siap untuk dicetak (Gambar 3.83) 
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Gambar 3.83 

 

Bukti Potong PPh Pasal 4 Ayat (2) Format PDF 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 000061/PEM/FINAL/05/19   
   

 
PT AP 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

 
Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) yang berhasil dicetak kemudian diberikan 

kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. Membuat bukti 
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potong PPh Pasal 4 ayat (2) menggunakan aplikasi e-SPT PPh Pasal 4 ayat 

 

(2) periode 2019 untuk PT PEI cabang Tangerang dan Semarang sebanyak 12 

bukti potong. Detail Bukti Potong PPh Pasal 4 ayat (2) terdapat pada 

Lampiran 15. 

7. Pengecekan Kelengkapan Dokumen Jual-Beli Properti 

 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah rekapitulasi data 

SSP, Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (PPJB), Surat 

Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB), 

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan 

(SSPD-BPHTB), Pemberitahuan Penandatanganan Akta Jual Beli, dan 

Bukti Penerimaan Negara (BPN) Pajak periode Januari sampai Desember 

2011. Langkah-langkah yang dilakukan dalam pengecekan kelengkapan 

dokumen jual-beli properti yaitu sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang diberikan pembimbing lapangan yang 

telah diberikan yaitu rekapitulasi data SSP (Gambar 3.84), 

Perjanjian Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan (Gambar 

3.85), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT-PBB) (Gambar 3.86), Surat Setoran Pajak Daerah 

Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) 

(Gambar 3.87), Pemberitahuan Penandatanganan Akta Jual Beli 

(AJB) (Gambar 3.88), dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas 

penerimaan pajak (Gambar 3.89) 
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PT PEI 

 

 
 

Gambar 3.84 

Rekapitulasi Data SSP 

 

Gambar 3.85 

Pengikatan Jual Beli Tanah dan Bangunan 
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Gamb 

 

 
 

Gambar 3.86 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT-PBB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.87 

Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak Atas Tanah 

dan Bangunan (SSPD-BPHTB) 
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Gambar 3.88 

Pemberitahuan Penandatanganan Akta Jual Beli 

Gambar 3.89 

Bukti Penerimaan Negara (BPN) Penerimaan Pajak 
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2.925.984 

2.925.984 C7E9B26ATD4L81MU 

PT PEI 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

2) Memeriksa kode NTPN yaitu C7E9B26ATD4L81MU serta Jumlah 

Pembayarannya yaitu Rp. 2.925.984 yang ada dalam daftar 

rekapitulasi data SSP terdapat pada Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) Penerimaan Pajak seperti pada Gambar 3.90 

Gambar 3.90 

 

Memeriksa Kode NTPN Pada Rekapitulasi Data SSP dan Bukti 

Penerimaan (BPN) Penerimaan Pajak 
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Rp 764.145.000 

Rp 764.145.000 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

3) Memeriksa jumlah NJOP pada rekapitulasi data SSP sebesar 

Rp.764.145.000 terdapat pada Pemberitahuan Penandatanganan 

Akta Jual Beli dan SPPT-PBB (Gambar 3.91) 

Gambar 3.91 

 

Memeriksa jumlah NJOP pada rekapitulasi data SSP dengan 

Pemberitahuan Penandatanganan Akta Jual Beli dan SPPT- 

PBB 



152  

Rp 680.545.455 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

4) Memeriksa jumlah transaksi (AJB) yaitu sebesar Rp 680.545.455 

pada pemberitahuan penandatanganan akta jual beli sama dengan 

jumlah pada perjanjian pengikatan jual beli tanah dan bangunan 

(Gambar 3.92) 

Gambar 3.92 

 

Memeriksa Jumlah Transaksi (Harga Pokok) 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
 

Setelah selesai memeriksa kelengkapan dokumen properti jual beli, 

dokumen yang sudah diperiksa dipisahkan dengan yang belum 

diperiksa untuk diberikan kepada pembimbing lapangan. 

Melakukan pekerjaan pengecekan dokumen jual beli properti untuk 

PT PEI periode 2011-2013 sebanyak 96 dokumen. Dari 96 
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dokumen yang diperiksa, sebanyak 87 dokumen telah lengkap dan 

 

9 dokumen jual beli properti yang belum lengkap, yaitu tidak 

terlampir Bukti Penerimaan Negara (BPN) Pajak sehingga  

dokumen yang belum lengkap diberikan kembali kepada 

pembimbing lapangan untuk dilengkapi. Detail dokumen hardcopy 

rekapitulasi data SSP (Lampiran 16), Perjanjian Pengikatan Jual 

Beli Tanah dan Bangunan (Lampiran 17), Surat Pemberitahuan 

Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) 

(Lampiran 18), Surat Setoran Pajak Daerah Bea Perolehan Hak 

Atas Tanah dan Bangunan (SSPD-BPHTB) (Lampiran 19), 

Pemberitahuan Penandatanganan Akta Jual Beli (AJB) (Lampiran 

20), dan Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas penerimaan pajak 

(Lampiran 21) 

8. Merekapitulasi Nota Retur Dalam Format Ms.Excel 

 
Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy format 

rekapitulasi nota retur dalam bentuk Ms.Excel dan dokumen hardcopy 

nota retur Masa November 2018. Langkah-langkah merekapitulasi nota 

retur ke dalam format Ms.Excel sebagai berikut: 

 

1) Menerima dokumen softcopy format rekapitulasi nota retur 

(Gambar 3.93) dan dokumen hardcopy nota retur dari pembimbing 

lapangan 
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Tn. HW 

Tn. HW 

PT PEI 

 
 

Gambar 3.93 

 

Format Rekapitulasi Nota Retur 
 

 

 
Gambar 3.94 

Dokumen Nota Retur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 



155  

 

 
 

2) Mengisi format rekapitulasi sesuai dengan dokumen nota retur yang 

diberikan, mengisi kolom nama pembeli, alamat pembeli dan 

NPWP pembeli sesuai dengan dokumen nota retur (Gambar 3.95 

bagian A), mengisi kolom nomor nota retur berdasarkan nomor 

dokumen nota retur yaitu 001/HW/2018 (Gambar 3.95 bagian B), 

mengisi nomor Faktur Pajak berdasarkan Faktur Pajak nomor 

010.033.16-24639383 (Gambar 3.95 bagian C), mengisi kolom 

jenis barang pajak sesuai dengan macam dan jenis barang kena 

pajak yang terdapat di dokumen nota retur yaitu ALICANTE 

BARAT 6/33 / Booking Fee-1/1 (Gambar 3.95 bagian D), mengisi 

kolom harga barang kena pajak yang dikembalikan berdasarkan 

harga yang terdapat di dokumen nota retur yaitu sebesar Rp. 

45.454.545 (Gambar 3.95 bagian E), mengisi kolom DPP sesuai 

dengan jumlah harga BKP yang dikembalikan yaitu sebesar Rp. 

45.454.545 (Gambar 3.95 bagian F), mengisi kolom PPN yang diisi 

berdasarkan jumlah pajak pertambahan nilai yang diminta kembali 

pada dokumen nota retur yaitu sebesar Rp. 4.545.455 atau bisa juga 

didapatkan dengan cara tarif PPN yaitu 10% (sepuluh persen) 

dikalikan dengan jumlah DPP (Gambar 3.95 bagian G) 
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G 

F 

E 

D 

A 

 

Tn. HW 
C 010.033.16-24639383 

B 001/HW/2018 

PT PEI 

Tn. HW 
 

A B 
C 

E D 

G F 

 

 
 

Gambar 3.95 

Rekapitulasi Nota Retur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Setelah selesai mengisi seluruh format rekapitulasi, melanjutkan 

merekapitulasi dokumen selanjutnya dengan cara yang sama seperti 

sebelumnya. Detail dari dokumen hardcopy nota retur terdapat pada 

Lampiran 22. Melakukan tugas rekapitulasi nota retur ke dalam 
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format Ms.Excel periode 2018 untuk PT PEI sebanyak 6 dokumen 

nota retur (Lampiran 23) 

9. Membuat Bukti Penerimaan Negara (BPN) Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) Menggunakan MCM Mandiri Melalui Situs 

mcm.bankmandiri.co.id. 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy data 

rekapitulasi ID Billing untuk berbagai jenis setoran pajak periode 

Januari sampai Desember 2019 dalam bentuk Ms.Excel. Langkah- 

langkah yang dilakukan untuk membuat Bukti Penerimaan Negara 

(BPN) atas Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu dokumen softcopy data rekapitulasi ID Billing untuk berbagai 

jenis setoran pajak periode Januari sampai Desember 2019 (Gambar 

3.96) 

Gambar 3.96 

Rekapitulasi ID Billing Berbagai Jenis Setoran Pajak Dalam 

Format Ms.Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 



158  

PT PEI 

 

 
 

2) Pada  kolom  “Tax  Payer  Name” memfilter Wajib Pajak yang 

diinginkan yaitu PT PEI, klik “ok” 

Gambar 3.97 

Tampilan Filter Tax Payer Name 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Setelah itu, memfilter Tax Type yang diinginkan yaitu kode pajak 

411211 (PPN Dalam Negeri) kemudian klik “ok” 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

119020888653615 

 
 

PT PEI 

 

 
 

Gambar 3.98 

Tampilan Filter Tax Type 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Kemudian akan muncul daftar dari kode billing yaitu 

119020888653615 yang ingin dibuat bukti penerimaaan negara 

(BPN) 

Gambar 3.99 

 

Daftar Kode Billing Yang Ingin Dibuat 
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5) Buka website Mandiri Cash Management (MCM) Mandiri 

 

Gambar 3.100 

Tampilan Awal MCM Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6) Masukkan Company ID, User dan Password, kemudian klik 

“Login” 

Gambar 3.101 

 

Tampilan Login Pada Website MCM Mandiri 
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PT PEI 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

7) Setelah proses login berhasil, akan muncul halaman utama MCM 

Mandiri 

Gambar 3.102 

Halaman Utama MCM Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Pilih menu MPN Payment, klik “Tax Inquiry” 

 

Gambar 3.103 

 
Tampilan Pilih Tax Inquiry 
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119020888653615 

Search 

119020888653615 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9) Pada halaman Tax Inquiry, masukkan kode billing yang telah 

dipilih sebelumnya pada data rekapitulasi yaitu 119020888653615 

kemudian klik “search” seperti pada gambar 3.104 

Gambar 3.104 

 

Tampilan Paste Kode Billing Ke Halaman Tax Inquiry 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10) Kemudian akan muncul identitas wajib pajak seperti Name of 

 

     Wajib Pajak, NPWP dan detail transaksi pajak seperti Created 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

11) Kemudian klik “download” 

BPN 

PEI 

 

 
 

Date, Transaction Date, Billing ID dan MAP (Tax Type) Pada File 

Type, pilih BPN 

Gambar 3.105 

Tampilan Pilih File Type 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.106 

 

Download Bukti Penerimaan Negara (BPN) 
 

 
 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

12) Klik ZIP File yang tersedia untuk mendownload file BPN 

 

Gambar 3.107 

 

Download ZIP File BPN 
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PT PEI 

119020888653615 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

13) Kemudian akan muncul Bukti Penerimaan Negara (BPN) dalam 

bentuk PDF yang siap untuk dicetak 

Gambar 3.108 

 

Bukti Penerimaan Negara (BPN) PDF 
 

PEI 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

14) Mengecek ulang apakah BPN yang dicetak sudah sesuai dengan 

data rekapitulasi pada Ms.Excel yaitu kode billing dengan nomor 

119020888653615, nomor NTB 001035516993, NTPN 

5B7244IU0Q9800A8 dan Tax Type yaitu 411211 seperti pada 

Gambar 3.109 

Gambar 3.109 

Pengecekan Ulang BPN 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Setelah mencetak Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas Pajak 

Pertambahan Nilai (PPN) kemudian memberikan kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. Melaksanakan 

pekerjaan membuat Bukti Penerimaan Negara (BPN) atas PPN 

masa Februari tahun 2019 dengan menggunakan website MCM 

Mandiri untuk PT PEI cabang Tangerang dan Manado 10 (sepuluh) 

PT PEI 

11902088865361 
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dokumen BPN. Detail dokumen Bukti Penerimaan Negara atas 

PPN terdapat pada Lampiran 24. 

10. Membuat dan Memeriksa List Kelengkapan Dokumen Pengajuan 

Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak 

A. Membuat List Kelengkapan Dokumen Pengajuan SKB Pajak 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah daftar penelitian 

atas kwitansi/Faktur Pajak sederhana periode April 2005, dan format list 

kelengkapan SKB Pajak dalam bentuk Ms.Excel. Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat list dan memeriksa kelengkapan dokumen 

pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) Pajak yaitu: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu Daftar Penelitian Atas Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana 

periode April 2005 dan format list kelengkapan SKB Pajak dalam 

bentuk Ms.Excel untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dan untuk 

tax internal perusahaan seperti pada Gambar 3.110, Gambar 3.111 

dan Gambar 3.112 

Gambar 3.110 

 

Daftar Penelitian Atas Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana 
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Gambar 3.111 

 

Format List Kelengkapan SKB Pajak Untuk KPP 

 

PT PEI 
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PT PEI 

 

 
 

 
 

 

Gambar 3.112 

 

Format List Pengajuan SKB Pajak Untuk Tax Internal Perusahaan 
 

PT JBC 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Membuat list kelengkapan untuk Kantor Pelayanan Pajak (KPP) 

sesuai format yang telah diberikan sebelumnya oleh pembimbing 

lapangan 

PT JBC 



171  

PT PEI 

PT JBC 

 

 
 

Gambar 3.113 

 

List Kelengkapan SKB Pajak Untuk KPP 
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PT PEI 

 

3) Membuat list kelengkapan untuk tax internal sesuai format yang 

telah diberikan sebelumnya oleh pembimbing lapangan, yaitu 

terdapat jumlah Dasar Pengenaan Pajak (DPP) sebesar Rp 

112.805.528 yang didapatkan dari Daftar Penelitian Atas 

Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana dan jumlah PPN sebesar Rp 

11.280.553 yang didapatkan dari tarif PPN yaitu 10% (sepuluh persen) 

dikalikan jumlah DPP, kemudian terdapat jumlah total yaitu sebesar Rp 

124.086.081 yang didapatkan dari DPP ditambahkan PPN seperti pada 

Gambar 3.114 

Gambar 3.114 

 

Pengisian List Kelengkapan SKB Pajak Untuk Tax Internal 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Setelah selesai membuat list kelengkapan pengajuan SKB, maka 

dokumen siap untuk dicetak dan diberikan kepada pembimbing 

lapangan untuk diperiksa kembali. Melakukan pekerjaan membuat 

list kelengkapan pengajuan SKB untuk PT PEI pada periode 2007 

sebanyak 1 dokumen surat pernyataan (Lampiran 25) 

B. Memeriksa Kelengkapan Dokumen Pengajuan Surat Keterangan 

Bebas (SKB) Pajak 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah hardcopy list 

kelengkapan SKB untuk KPP dan tax internal, surat permohonan SKB, 

surat pernyataan, daftar tanah dan/atau bangunan periode April 2005, 

Surat Keterangan Terdaftar (SKT), Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kartu 

Keluarga (KK), akta perkawinan, Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB), 

kwitansi pembayaran, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi 

dan Bangunan (SPPT-PBB) tahun 2016, sertifikat tanda bukti hak, Berita 

Acara Serah Terima (BAST) tahun 2006, addendum alih hak, SPT 

Tahunan Wajib Pajak Badan tahun 2007, surat perjanjian, dan list

PT JBC 
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PT PEI 

PT PEI 

Tn. EA 

penjualan tahun 2007. Langkah-langkah yang dilakukan dalam 

memeriksa kelengkapan dokumen pengajuan Surat Keterangan Bebas 

(SKB) pajak adalah sebagai berikut: 

1) Menerima dan memeriksa kelengkapan dokumen yang diperlukan 

dalam pengajuan surat kebebasan (SKB) pajak yaitu: 

a. Dokumen hardcopy seperti permohonan SKB Pajak 

(Lampiran 26) 

b. Surat Pernyataan yang terdapat pada Gambar 3.115 

 
Gambar 3.115 

Surat Pernyataan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 Ny. IT  Sektor A  B 123 
 

98.509.087 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Tn. WS 

 

 
 

c. Menerima dokumen hardcopy Surat Keterangan Terdaftar 

(SKT) (Gambar 3.116), Kartu Tanda Penduduk (KTP) 

(Gambar 3.117), Kartu Keluarga (KK) (Gambar 3.118) 

dan/atau Akta Perkawinan (fotocopy) (Gambar 3.119). 

 
 

Gambar 3.116 

 

Surat Keterangan Terdaftar 
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Ny. LY 

Tn. WS 

Tn. WS 

 

 
 

Gambar 3.117 

Kartu Tanda Penduduk 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3.118 

Kartu Keluarga (KK) 
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Nn. LY 

Tn. WS 

 

 
 

Gambar 3.119 

Akta Perkawinan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

d. Dokumen hardcopy Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) 

seperti pada Lampiran 28 

e. Dokumen hardcopy kwitansi pembayaran (Gambar 3.120) 
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Tn. WS 

 

 
 

Gambar 3.120 

Kwitansi Pembayaran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

f. Dokumen hardcopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang 

Pajak Bumi dan Bangunan (SPPT-PBB) seperti pada 

Gambar 3.121 
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Gambar 3.121 

 

Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan 

Bangunan (SPPT-PBB) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

g. Dokumen hardcopy Berita Acara Serah Terima (BAST) 

seperti pada Lampiran 29 

h. Dokumen Addendum Alih Hak seperti pada Lampiran 30 

 

i. Dokumen SPT Badan PEI Tahun 2007 seperti pada Lampiran 

31 

j. Dokumen Perjanjian KSO seperti pada Lampiran 32 
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k. Dokumen list penjualan Tahun 2008 seperti pada Lampiran 

33 

 
Setelah selesai memeriksa kelengkapan dokumen diberikan kembali 

kepada pembimbing lapangan. Telah melaksanakan pekerjaan 

memeriksa kelengkapan dokumen untuk pengajuan SKB pajak untuk 

PT PEI periode 2005 dan 2007 sebanyak 15 dokumen dan dari 15 

dokumen pengajuan SKB pajak tersebut seluruhnya telah lengkap 

dilampirkan. 

11. Membuat Surat Pernyataan Untuk Kelengkapan Dokumen 

Pengajuan Surat Kebebasan (SKB) Pajak 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy daftar 

penelitian atas kwitansi/Faktur Pajak sederhana periode Januari 2005, dan 

format surat pernyataan dalam bentuk Ms.Word. Langkah-langkah yang 

dilakukan untuk membuat surat pernyataan yaitu sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen softcopy daftar penelitian atas kwitansi/Faktur 

Pajak sederhana Tahun 2005 (Gambar 3.122) dan format surat 

pernyataan (3.123) 
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PT PEI 

Tn. EA 

7A CLUSTER 

A 
82.555.637 Tn. TM 

Gambar 3.122 

 
 

Daftar Penelitian Atas Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana 
 

 

Gambar 3.123 

Format Surat Pernyataan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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PT PEI 

 

 

2) Mengisi data penjualan seperti identitas nama pembeli  yaitu  

Tn.TM beserta jenis cluster A dan blok yaitu SEKTOR 7A harga 

jual yaitu sebesar Rp.82.855.637 yang didapatkan dari DPP pada 

Daftar Penelitian Atas Kwitansi/Faktur Pajak Sederhana 

Gambar 3.125 

Data Penjualan 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Mengisi keterangan bahwa Pajak Penghasilan (PPh) dari data 

penjualan telah disetor dan dilaporkan dalam SPT Tahunan 2006 

PPh Badan PT PEI 

 

Gambar 3.125 

 

Keterangan PPh Telah Disetor dan Dilaporkan Dalam SPT 

Tahunan Badan 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

A Tn. TM 
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PT PEM 
PT DI 

4.900.000 

010.003- 

20/12/2019 

 

Setelah membuat surat pernyataan maka dokumen siap untuk 

dicetak dan diberikan kepada pembimbing lapangan untuk 

diperiksa kembali. Melakukan pekerjaan membuat surat 

pernyataan PT PEI tahun 2006 sebanyak 1 dokumen (Lampiran 

35). 

12. Membuat Faktur Pajak Keluaran dan Melakukan Approval Melalui 

Aplikasi e-Faktur 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah kwitansi 

pembayaran Masa Desember 2019. Langkah-langkah yang dilakukan 

untuk membuat dan melakukan approval Faktur Pajak Keluaran adalah 

sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu kwitansi pembayaran 

Gambar 3.126 

Kwitansi Pembayaran 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Buka aplikasi e-Faktur, lalu pilih database yaitu lokal database, 

kemudian klik “connect” seperti Gambar 3.127 dan Gambar 3.128 

 
 

Gambar 3.127 

Aplikasi e-Faktur 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.128 

Tampilan Pilih Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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3) Setelah berhasil ter-connect, isi nama user dan password lalu klik 

“login” 

Gambar 3.129 

Tampilan Menu Login 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Setelah aplikasi terbuka kemudian akan muncul tampilan awal 

aplikasi e-Faktur 

Gambar 3.130 

Tampilan Awal Aplikasi e-Faktur 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

PT PEM 
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PEM 2018 

 

 

 

 

5) Pilih menu file, klik “Administrasi DB” dan pilih database yaitu 

PEM 2018 

Gambar 3.131 

Tampilan Administrasi DB 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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6) Mengisi kembali Nama User dan Password, klik “Login” 

 

Gambar 3.132 

Tampilan Menu Login 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

7) Setelah database berhasil terubah, kemudian pilih menu faktur, 

klik “Administrasi Faktur” (Gambar 3.133), kemudian pilih rekam 

faktur (Gambar 3.134) 

Gambar 3.133 

 

Tampilan Menu Faktur, Pajak Keluaran, Administrasi Faktur 
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Gambar 3.134 

Tampilan Rekam Faktur 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Setelah muncul tampilan input faktur, mengisi bagian dokumen 

transaksi sesuai dengan kwitansi yang telah diberikan oleh 

pembimbing lapangan yaitu nomor seri faktur diisi dengan no 

faktur pada kwitansi yaitu 010.003-19.72803835 (Gambar 3.135 

bagian A), tanggal dokumen serta masa dan tahun pajak diisi 

sesuai dengan tanggal bayar pada kwitansi yaitu 20/12/2019 

(Gambar 3.135 bagian B) , Masa dan Tahun Pajak diisi Masa 12 

dan Tahun 2019 sesuai Masa dan Tahun pembayaran pada kwitansi 

(Gambar 3.135 bagian C) kemudian klik “lanjutkan” 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

A 

B 

PT DI 

B 
20/12/19 C 

A 010.003-19.72803835 

 

 
 

Gambar 3.135 

Tampilan Input Faktur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9) Kemudian pada halaman lawan transaksi, klik “[F3] Cari NPWP” 
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PT DI 

PT DI 

 

 
 

Gambar 3.136 

Halaman Lawan Transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10) Setelah muncul referensi lawan transaksi, filter NPWP dan tuliskan 

kata kunci klik “[F3] Cari”, kemudian klik 2 (dua) kali pada 

NPWP lawan transaksi yang sudah dicari 

Gambar 3.137 

 

Tampilan Referensi Lawan Transaksi 
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PT DI 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

11) Setelah mengklik “nama lawan transaksi” yang dipilih 

sebelumnya, kemudian akan kembali ke halaman lawan transaksi. 

Klik “lanjutkan” 

Gambar 3.138 

Tampilan Lawan Transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber : Dokumentasi Perusahaan) 

 

12) Kemudian muncul detail transaksi pada bagian ini klik “rekam 

transaksi” 
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Gambar 3.139 

Halaman Detail Transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

13) Semua bagian detail penyerahan barang/jasa diisi sesuai dengan 

dokumen kwitansi yaitu Pembayaran IPKL Periode 1-2020 SD 12- 

2020, mengisi harga satuan sesuai dengan jumlah DPP yang 

terdapat pada kwitansi yaitu sebesar Rp 4.900.000 kemudian DPP 

akan terisi secara otomatis oleh sistem yaitu Rp 4.900.000 dan  

PPN juga akan terisi secara otomatis oleh sistem yaitu Rp 490.000, 

klik “simpan” seperti Gambar 3.140 
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Gambar 3.140 

 

Pengisian Detail Penyerahan Barang/Jasa 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 4.900.000  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

14) Pada pemberitahuan „Simpan lawan transaksi‟,  klik “yes” 
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Gambar 3.141 

 

Pemberitahuan ‘Simpan Lawan Transaksi’ 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
 

15) Pada menu detail transaksi klik “simpan” 

 
 

Gambar 3.142 

Tampilan Detail Transaksi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

16) Kemudian muncul pemberitahuan „simpan faktur‟, klik “no” untuk 

tidak membuat dokumen faktur baru karena tidak ada faktur yang 

akan dibuat lagi 
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PT DI 
Belum 

Approve 

PT DI 

 

 
 

Gambar 3.143 

 

Pemberitahuan ‘Simpan Faktur’ 
 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

17) Setelah tersimpan, didalam daftar Faktur Pajak keluaran akan 

bertambah faktur yang telah dibuat dengan status Faktur Pajak 

yaitu “Belum Approve” sehingga harus dilakukan approval agar 

ter-upload ke sistem milik Direktorat Jenderal Pajak (DJP) 

Gambar 3.144 

Status Faktur Pajak 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

18) Pilih Faktur Pajak keluaran yang akan diupload dan klik “upload” 

 
 

Gambar 3.145 

 

Faktur Pajak Yang Akan Diupload 



196  

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

19) Kemudian akan muncul pemberitahuan „upload faktur‟, setelah itu 

klik “yes” (Gambar 3.146) dan pada pemberitahuan „siap upload’ 

klik “ok” (Gambar 3.147) 

 

Gambar 3.146 

Pemberitahuan ‘Upload Faktur’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Gambar 3.147 

Pemberitahuan ‘Siap Upload’ 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

20) Kemudian Faktur Pajak tersebut akan berubah menjadi Faktur 

Pajak „Siap Approve’ 
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Gambar 3.148 

 

Tampilan Faktur Pajak ‘Siap Approve’ 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

21) Pilih Management Upload, kemudian klik “Upload Faktur/Retur 

Alt+Shift+M” 

Gambar 3.149 

Menu Management Upload 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

22) Kemudian klik “Start Uploader” 



198  

Start Uploader 

 

 

 

 

 

Gambar 3.150 

Tampilan Menu Start Uploader 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

23) Setelah itu, pada „Login User PKP‟ masukkan Captcha yaitu 

JBSXWX dan Password kemudian klik “submit” 

Gambar 3.151 

Tampilan Login User PKP 
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PT DI 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

24) Kemudian akan muncul informasi „Uploader Berjalan‟, lalu klik 

“ok” 

Gambar 3.152 

Tampilan Uploader Berjalan 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

25) Setelah faktur berhasil terupload keterangan “Belum Approve” 

akan berubah menjadi “Approval Sukses” 

Gambar 3.153 

Perubahan Status Faktur 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

26) Setelah approval sukses, Faktur Pajak keluaran PDF siap untuk 

dicetak 
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PT DI 

PT PEM 

 

 
 

Gambar 3.154 

Faktur Pajak PDF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Masa berlaku Faktur Pajak disebut expired bila pembuatannya 

telah melebihi jangka waktu 3 bulan sejak dibuat. Pembuatan 

Faktur Pajak Keluaran dengan menggunakan aplikasi e-Faktur 

dilakukan untuk PT PEM yaitu untuk masa Desember 2019 

dengan jumlah Faktur Pajak keluaran sebanyak 5 Faktur Pajak. 

Detail kwitansi pembayaran terdapat pada Lampiran 35 dan 

Faktur Pajak keluaran terdapat pada Lampiran 36. 
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Tn. A Tn. C Tn. B 

Tn. A 

 

 
 

13. Membuat Disposisi Pembayaran Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 

Dalam Format Ms.Word 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy format 

disposisi dalam bentuk Ms.Word dan hardcopy SPT Masa PPN Formulir 

1111 Masa Desember 2019. Langkah-langkah yang dilakukan untuk 

membuat disposisi pembayaran PPN dalam bentuk Ms.Word adalah 

sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan yaitu softcopy format 

disposisi dalam bentuk Ms.Word dan dokumen hardcopy SPT 

Masa PPN Formulir 111 Masa Desember 2019 

Gambar 3.155 

 

Format Disposisi Dalam Bentuk Ms.Excel 
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134.887.032 

PT PL 

 

 
 

Gambar 3.157 

 

SPT Masa PPN Formulir 1111 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Pada kolom perihal diisi masa dan tahun pajak berdasarkan output 

SPT Masa PPN Formulir 1111 yaitu masa Desember 2019, pada 

kolom biaya diisi sesuai dengan jumlah PPN Kurang Bayar yang 

terdapat pada output SPT Masa PPN Formulir 1111 yaitu sebesar 

Rp 134.887.032 dan mengisi kolom terbilang sesuai dengan jumlah 

kolom biaya yaitu Seratur Tiga Puluh Empat Juta Delapan Ratus 

Delapan Puluh Tujuh Ribu Tiga Puluh Dua Rupiah, pada kolom 

pembayaran PPN dan kolom total pembayaran diisi sebesar jumlah 

kolom biaya yaitu sebesar Rp 134.887.032 dan mengisi kolom 

tanggal pembuatan disposisi yaitu 27 Januari 2020 
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Gambar 3.157 

Pengisian Form Disposisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

3) Block form disposisi kemudian pilih menu page layout, pilih print 

 

area kemudian klik “Set Print Area” 

Tn. C 

134.887.032 

Tn. A 

Tn. A Tn. B 

PT PL 

PT PL 
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Gambar 3.158 

Tampilan Set Print Area 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Klik “print” untuk mencetak form disposisi yang telah dibuat 

 

Gambar 3.159 

Tampilan Print Form Disposisi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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Form disposisi yang berhasil dicetak kemudian diberikan kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. Pembuatan form 

disposisi dilakukan untuk PT PL yaitu untuk masa Desember 2019 

sebanyak 2 dokumen form disposisi. Detail form disposisi terdapat 

pada Lampiran 37. 

14. Membuat ID Billing PPh Final Melalui Sistem Mandiri Cash 

Management (MCM) Mandiri 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah hardcopy data 

jenis setoran PPh final Masa Januari 2020. Langkah-langkah yang 

dilakukan dalam membuat ID Billing PPh final melalui sistem MCM 

Mandiri adalah sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu hardcopy data jenis setoran PPh final Masa Januari 2020 

Gambar 3.160 

Data Jenis Setoran 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Buka situs MCM Mandiri melalui website browser yaitu 

mcm.bankmandiri.co.id 

PPM 
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Gambar 3.161 

Tampilan Awal MCM Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Isi Company ID, User, Password dan Language, kemudian klik 

“Login” 

Gambar 3.162 

Tampilan Log In 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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4) Kemudian akan muncul tampilan awal Mandiri Cash Management 

 

(MCM) Mandiri 

 

Gambar 3.163 

Tampilan Layanan MCM Mandiri 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

5) Pilih menu MPN Payment, lalu klik “Tax Payment” 
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Gambar 3.164 

Tampilan Menu MPN Payment 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6) Pada halaman Tax Payment, mengisi bagian rekening pengirim, 

kemudian nominal sesuai dengan setoran yang diberikan oleh 

pembimbing lapangan yaitu sebesar Rp 288.827, NPWP No, jenis 

pajak yaitu 411128 – PPh Final, jenis setoran yaitu 402 – 

Pengalihan hak tanah/bangunan, periode setoran yaitu Januari 

tahun 2020. Klik “confirm” untuk membuat ID Billing atau kode 

billing 



209  

288.827 

PT PEI 

288.827 

 
 

PT PPM 

 
PT PPM 

 

 
 

Gambar 3.165 

Pengisian Layanan Tax Payment 
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288.827 

PT PEI 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

7) Kemudian akan muncul tampilan Tax Payment Result, kemudian 

klik “submit” 

Gambar 3.166 

Tampilan Tax Payment Result 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PT PPM  

411128-PPh Final   

402-Pengalihan Hak TanahBangunan 

January-January 2020 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Klik “ok” pada pemberitahuan „Click OK to Create the Record‟ 

 

Gambar 3.167 

 

Pemberitahuan ‘Click OK to Create the Record’ 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9) Kemudian ID Billing berhasil dibuat, klik “save” untuk 

menyimpan ID Billing 

Gambar 3.168 

 

Form ID Billing 
 

 

 

 

 
   PT PEI 

288.827  

 

PT PPM   

411128-PPh Final   

402- Pengalihan Hak Tanah Bangunan 

January-January 2020  

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

ID Billing yang berhasil disimpan kemudian diberikan kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. Melaksanakan 

pekerjaaan membuat ID Billing PPh Final melalui MCM Mandiri 
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untuk PT PEI Masa Januari-Februari Tahun 2020 sebanyak 5 

dokumen. Detail form ID Billing terdapat pada Lampiran 38. 

15. Melaporkan SPT Masa PPN Pembetulan Dengan Menggunakan 

Aplikasi e-Filing 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah file SPT Masa 

PPN Masa November 2018 pembetulan ke-4 dalam bentuk CSV. 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam melaporkan Pajak Pertambahan 

Nilai (PPN) melalui e-Filing adalah sebagai berikut: 

1) Buka aplikasi e-Faktur 

 

Gambar 3.169 

Aplikasi e-Faktur 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Pilih menu file dan pilih database yaitu PEI 2018, kemudian klik 

“konek ke database” 
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PEI 2018 

 

 
 

Gambar 3.170 

Tampilan Plih Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Mengisi nama user dan password, klik “login” 

 

Gambar 3.171 

Tampilan Menu Login 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Pilih menu SPT, klik “Buka SPT” 
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Gambar 3.172 

Tampilan Menu SPT 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

5) Pilih SPT yang ingin dilapor yaitu Masa November 2019 

pembetulan ke-4, kemudian klik “Buat File SPT (CSV)” 

Gambar 3.173 

Tampilan Buat File CSV 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6) Kemudian klik “save” untuk menyimpan file SPT (CSV) 

 

Gambar 3.174 

Tampilan Save File SPT (CSV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

7) Klik “ok” pada pemberitahuan „CSV SPT berhasil dibuat‟ 

 

Gambar 3.175 

 

Tampilan Pemberitahuan ‘CSV SPT berhasil dibuat’ 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Buka aplikasi e-Filing dengan membuka website browser 

 

https://efiling-web.pajakku.com/login 

https://efiling-web.pajakku.com/login
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PT PEI 

 

 
 

Gambar 3.176 

Aplikasi e-Filing 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9) Masukan Username dan Password, klik “Login” 

 

Gambar 3.177 

Tampilan Masuk 
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SPT MASA PPN 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10) Pilih menu  „paket‟ 

 

Gambar 3.178 

Tampilan Menu ‘Paket’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

11) Kemudian pada tampilan „Pilih Package’ isi NPWP Wajib Pajak, 

Pasal yaitu SPT PPN dan PPnBM 1111, Masa yaitu 11 dan Tahun 

Pajak yaitu 2018 serta Jumlah Pembetulan yaitu 04 

Gambar 3.179 

Tampilan Menu ‘Pilih Package’ 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

12) Klik “Pilih File Csv” 

 
Gambar 3.180 

Tampilan Pilih File Csv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

13) Pilih file csv yang sudah disimpan dalam folder penyimpanan, 

kemudian pilih file csv dan klik “open” 

Gambar 3.181 

Tampilan Folder Penyimpanan File Csv 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

14) Klik “ok” pada pemberitahuan  „File yg dipilih PPN‟ 

 

 

Gambar 3.182 

 

Tampilan Pemberitahuan ‘File yg dipilih PPN’ 
 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

15) Pilih menu „Upload’ 

 

Gambar 3.183 

Tampilan Pilih Menu ‘Upload’ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

16) Pada tampilan menu upload, pilih file yang terdapat pada halaman 

kemudian klik “upload” 
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UPLOAD 

 

 
 

Gambar 3.184 

Tampilan Menu Upload 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

17) Klik “refresh” untuk mengetahui apakah file sudah berhasil ter- 

upload atau belum, apabila berhasil ter-upload maka file tersebut 

sudah tidak ada di halaman menu upload 

Gambar 3.185 

 

Tampilan Refresh Pada Halaman Menu Upload 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

18) Pilih menu  „Pengiriman‟



221  

 

 
 

Gambar 3.186 

 

Tampilan Pilih Menu ‘Pengiriman’ 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
19) Pada halaman menu pengiriman, klik “Ambil NTTE” 

 
Gambar 3.187 

Tampilan Ambil NTTE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

20) Klik “ok” pada pemberitahuan  „Xml berhasil dipisah‟
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Gambar 3.188 

 

Tampilan Pemberitahuan ‘Xml Berhasil Dipisah’ 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

21) Pilih menu „Keluar‟ (Gambar 3.188) dan memeriksa data file lapor 

atas file tersebut, apabila status file tersebut “success” maka file 

tersebut berhasil dilapor (Gambar 3.189) 

Gambar 3.189 

 

Tampilan Pilh Menu ‘Keluar’ 
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Gambar 3.190 

Daftar File Lapor 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Setelah selesai melakukan pekerjaan kemudian memberikannya 

kepada pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. 

Melakukan pekerjaan melaporkan SPT Masa PPN periode 2018 

untuk PT PEI sebanyak 2 (dua) dokumen. Detail Bukti 

Penerimaan Surat (BPS) e-Filing terdapat pada Lampiran 39. 

 
 

16. Merekapitulasi dan Mengklasifikasikan PPh Pasal 21, PPh Pasal 23 

dan PPh Pasal 4 ayat (2) Dalam Bentuk Ms.Excel 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah hardcopy bukti 

kas-bank keluar Masa Januari 2020, dan format rekapitulasi PPh Pasal 21, 

PPh Pasal 23, dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam bentuk Ms.Excel. Langkah- 

langkah yang dilakukan dalam merekapitulasi dan mengklasifikasikan PPh 

Pasal 21, PPh Pasal 23 dan PPh Pasal 4 ayat (2) dalam bentuk Ms.Excel 

adalah sebagai berikut: 

a. Merekapitulasi dan Mengklasifikasikan PPh Pasal 21 
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KH 
KH 

4.550.000 

PT PP 

 

 
 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu dokumen hardcopy bukti kas-bank keluar Masa Januari 2020 

(Gambar 3.191) dan softcopy format rekapitulasi PPh Pasal 21 dalam 

bentuk Ms.Excel (Gambar 3.192) 

Gambar 3.191 

 

Bukti Kas-Bank Keluar Masa Januari 2020 

Gambar 3.192 

 

Format Rekapitulasi PPh Pasal 21 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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2) Mengisi format rekapitulasi sesuai dengan bukti kas-bank keluar, 

yaitu pada kolom JlNo diisi CO/PP/2020/01/10040 seperti pada 

bagian A, pada kolom description diisi PEMBY. AKTA JUAL 

BELI BIAYA PEMBUATAN AKTA JUAL BELI KEPADA KH 

sesuai dengan description yang terdapat di bukti kas-bank keluar 

seperti pada bagian B, kolom NO.LK tidak diisi sesuai arahan dari 

pembimbing lapangan, kemudian kolom Payment To diisi KH 

seperti pada bagian C, kolom payment date diisi sesuai tanggal 

bukti kas-bank keluar seperti pada bagian D, kolom DPP diisi 

dengan jumlah biaya yang terdapat di bukti kas-bank keluar yaitu 

sebesar Rp 4.550.000 seperti pada bagian E, kemudian tarif diisi 

sebesar tarif PPh Pasal 21 tidak final yaitu sebesar 2,5% seperti 

pada bagian E, dan pada kolom PPh diisi sebesar Rp 113.750 yang 

didapatkan dari tarif PPh Pasal 21 yaitu 2,5% dikalikan dengan 

jumlah DPP yaitu Rp 4.550.000 sehingga hasil PPh yang 

didapatkan sebesar Rp 113.750 yang seperti pada bagian F, 

kemudian kolom no.bukti potong diisi 1.3-02.20-0000001 sesuai 

dengan bukti kas-bank keluar pada bagian G 
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Gambar 3.193 

 

Pengisisan Format Rekapitulasi PPh Pasal 21 
 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Hasil rekapitulasi dan klasifikasi PPh Pasal 21 PT PP Masa 

Februari 2020 kemudian diberikan kepada pembimbing lapangan 

untuk diperiksa kembali. Pekerjaan merekapitulasi dan 

mengklasifikasikan PPh Pasal 21 dilakukan untuk PT PP Masa 

Februari 2020 dengan jumlah rekapitulasi sebanyak 5 dokumen 

rekapan bukti kas-bank keluar (Lampiran 40), dan untuk PT PEM 
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PT RMP 

49.407 

2.470.345 

 

 
 

Masa Februari 2020 sebanyak 2 rekapan bukti kas-bank keluar 

(Lampiran 41). 

b. Merekapitulasi dan mengklasifikasikan PPh Pasal 23 

 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam merekapitulasi dan 

mengklasifikasikan PPh Pasal 23 dalam bentuk Ms.Excel adalah 

sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu dokumen hardcopy bukti kas-bank keluar masa Januari 2020 

dan softcopy format rekapitulasi dalam bentuk Ms.Excel 

Gambar 3.194 

 

Bukti Kas-Bank Keluar Masa Januari 2020 
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Gambar 3.195 

 

Format Rekapitulasi PPh Pasal 23 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Mengisi format rekapitulasi sesuai dengan bukti kas-bank keluar 

yang telah diberikan pembimbing lapangan. Mengisi kolom JINo 

berdasarkan nomor copy 1 CO/PEM/2020/01/10226 seperti pada 

bagian A, kolom Description diisi berdasarkan keterangan yaitu 

Pemby. Management fee koordinasi keamanan kpd PT RMP 

periode November 2019 seperti pada bagian B, kolom Payment To 

diisi berdasarkan perusahaan yang menyerahkan jasa yaitu PT 

RMP seperti pada bagian C, kolom Payment Date diisi  

27/01/2020 sesuai kas-bank keluar seperti pada bagian D, kolom 

DPP   diisi   berdasarkan   jumlah    yang   dibayarkan    yaitu  Rp. 

2.470.345 seperti pada bagian E, kolom PPh yaitu Rp. 49.407 

dengan perhitungan jumlah DPP Rp. 2.470.345   dikalikan dengan 
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tarif 2%. Pada bagian F. Pada bagian G, kolom nomor bukti 

potong diisi yaitu 000005/PEM/PPH23/02/20 

Gambar 3.196 

 

Pengisian Format Rekapitulasi PPh Pasal 23 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Hasil Rekapitulasi dan klasifikasi PPh Pasal 23 PT PEM Masa 

Februari 2020 kemudian diberikan kepada pembimbing lapangan 

untuk diperiksa kembali. Melaksanakan pekerjaan merekapitulasi 

dan mengklasifikasikan PPh Pasal 23 dilakukan untuk PT PEM 

Masa Februari 2020 dengan jumlah rekapitulasi sebanyak 45 

rekapan bukti kas-bank keluar (Lampiran 42), untuk PT PP Masa 

November 2019 sebanyak 5 rekapan bukti kas-bank keluar 

(Lampiran 43) 

c. Merekapitulasi dan Mengklasifikasikan PPh Pasal 4 ayat (2) 

Langkah-langkah yang dilakukan dalam merekapitulasi dan 

mengklasifikasikan PPh Pasal 4 ayat (2) adalah sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu dokumen hardcopy bukti kas-bank keluar Masa Januari 

2020, hardcopy Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi 

(SBUJK) dan softcopy format rekapitulasi dalam bentuk Ms.Excel 
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Gambar 3.197 

 

Bukti Kas-Bank Keluar Masa Januari 2020 
 

 
 

Gambar 3.198 

 

Sertifikat Badan Usaha Jasa Konstruksi (SBUJK) 
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Gambar 3.199 

 

Format Rekapitulasi PPh Pasal 4 ayat (2) 
 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

2) Mengisi format rekapitulasi PPh Pasal 4 Ayat (2) sesuai dengan 

bukti kas-bank keluar Masa Januari 2020 yang telah diberikan. 

Pada kolom JINo diisi 000001/PL/FINAL/01/20 seperti pada 

bagian A, kolom Description diisi PEMBY. TERMIN 9/100% 

PEK. PEMBY RUKO MENDRISO SQUARE seperti pada bagian 

B, kolom Payment To diisi PT KC seperti pada bagian C, kolom 

Payment Date diisi 16/01/20 seperti pada bagian D, kolom tarif 

diisi 2% (dua persen) karena kekayaan bersih PT KC sebesar Rp 

500.000.000 sehingga PT KC termasuk ke dalam jasa konstruksi 

berkualifikasi kecil, kolom DPP diisi sebesar Rp 105.037.946 

sesuai bukti kas-bank keluar yang telah diberikan seperti pada
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bagian E, kolom PPh diisi sebesar Rp 2.100.759 yang didapatkan 

dari tarif 2% (dua persen) dikalikan jumlah DPP seperti pada 

bagian F, pada bagian G yaitu kolom No.Bukpot diisi 

CO/PL/2020/01/10014 sesuai bukti kas-bank keluar 

Gambar 3.200 

 

Pengisian Format Rekapitulasi PPh Pasal 4 Ayat (2) 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Hasil Rekapitulasi dan klasifikasi PPh Pasal 4 ayat (2) untuk PT 

PL Masa Januari 2020 kemudian diberikan kepada pembimbing 

lapangan untuk diperiksa kembali. Melaksanakan pekerjaan 

merekapitulasi dan mengklasifikasikan PPh Pasal 4 ayat (2) 

dilakukan untuk PT PL Masa Januari 2020 dengan jumlah 

rekapitulasi sebanyak 2 rekapan bukti kas-bank keluar (Lampiran 

44), untuk PT PEM Masa Februari 2020 sebanyak 2 rekapan bukti 

kas-bank keluar (Lampiran 45) dan untuk PT PP Masa November 

2019 sebanyak 5 rekapan bukti kas-bank keluar (Lampiran 46). 

17. Merekapitulasi Formulir 1111 A2 SPT Masa PPN melalui aplikasi e- 

Faktur ke dalam format Ms.Excel dan Mencocokkan Jumlah 

Rekapitulasi SPT Masa PPN dengan Formulir SPT Masa PPN Fisik 

Dalam pekerjaan ini, dokumen yang dibutuhkan adalah softcopy data 

rekapitulasi SPT Masa PPN Formulir 1111 A2 Masa April 2019 pada 

aplikasi e-Faktur, dan softcopy format rekapitulasi SPT Masa PPN dalam 

bentuk Ms.Excel. Langkah-langkah yang dilakukan dalam merekapitulasi 

SPT Masa PPN ke dalam format Ms.Excel dan mencocokkan jumlah 

rekapitulasi SPT Masa PPN dengan SPT Fisik adalah sebagai berikut: 

1) Menerima dokumen yang dibutuhkan dari pembimbing lapangan 

yaitu softcopy data rekapitulasi SPT Masa PPN Formulir 1111 A2 

Masa April 2019 yang terdapat pada aplikasi e-Faktur, softcopy 
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PT PEI 

format rekapitulasi SPT Masa PPN dalam bentuk Ms.Excel, dan 

 

hardcopy formulir 1111 SPT Masa PPN 

 
 

Gambar 3.201 

 

Rekapitulasi Formulir 1111 A2 SPT Masa April 2019 
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Gambar 3.202 

 

Format Rekapitulasi SPT Masa PPN 

 

2) Buka aplikasi e-Faktur 

 

Gambar 3.204 

Aplikasi e-Faktur 

 
 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

3) Pada Administrasi Database, pilih DB yaitu PEI 2019, 

kemudian klik “Konek Ke Database” 
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PEI 2019 

 

Gambar 3.205 

Tampilan Administrasi  Database 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

4) Masukkan Nama User dan Password, klik “Login” 

 
Gambar 3.206 

Tampilan Menu Login 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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5) Pilih menu SPT, klik “Buka SPT” 

 

Gambar 3.207 

Tampilan Menu Buka SPT 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

6) Pilih Jenis SPT yang diinginkan yaitu masa April 2019 , kemudian 

klik “Buka SPT” Untuk Diubah” 

 
Gambar 3.208 

 

Tampilan Buka SPT Untuk Diubah 
 

 

 

 

 

 

 

 2019 4-4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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7) Klik “ok” pada pemberitahuan „SPT berhasil dibuka' 

 

Gambar 3.209 

 

Pemberitahuan ‘SPT berhasil dibuka’ 
 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

8) Pilih menu Buka SPT, kemudian pilih Formulir Lampiran, lalu 

klik “A2” 

 

Gambar 3.210 

 

Tampilan Pilih Formulir Lampiran A2 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

9) Kemudian akan muncul halaman Daftar Formulir 1111 A2, klik 

“Hitung Total Record 
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PT PEI 

Gambar 3.211 

 

Daftar Halaman Formulir 1111 A2 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

10) Kemudian block seluruh area Daftar Formulir 1111 A2, tekan 

CTRL+C untuk mengcopy data ke softcopy format rekapitulasi 

yang sudah diberikan sebelumnya 
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Hitung Total Record 

PT PEI 

 

 
 

Gambar 3.212 

Block Daftar Formulir 1111 A2 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 
 

11) Buka softcopy format rekapitulasi SPT Masa PPN, kemudian 

memindahkan SPT yang sudah dicopy dari aplikasi e-Faktur 

yaitu mempaste dengan cara menekan tombol CTRL+V
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Gambar 3.213 

Rekapitulasi SPT Ke Dalam Ms.Excel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

12) Mengisi Masa dan Tahun Pajak yaitu Masa ke-4 dan tahun 2019 

 

Gambar 3.214 

Pengisian Masa dan Tahun Pajak 
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(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

13) Kemudian menjumlahkan DPP yaitu sebesar Rp 

154.091.488.621 dan PPN sebesar Rp 15.409.148.960 tiap 

masa pajak dari hasil rekapitulasi 

 

Gambar 3.215 

Menjumlahkan DPP dan PPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

14) Setelah itu, mengisi jumlah DPP sejumlah 

Rp154.091.488.621 dan PPN sejumlah Rp.15.409.148.960 

sesuai dengan Formulir 1111 SPT Masa PPN 
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15.409.149.960 

 

Gambar 3.216 

 

Pengisian Jumlah DPP dan PPN Formulir 1111 SPT Masa PPN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 
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15) Menghitung selisih DPP dan PPN antara hasil rekapitulasi dan 

nilai SPT Fisik yang didapatkan selisih DPP sebesar Rp.0 dan 

selisih PPN sebesar Rp.0 maka disimpulkan antara hasil 

rekapitulasi e-SPT dengan SPT Fisik tidak ada selisih atau 

perbedaan seperti pada Gambar 3.217 dan Gambar 3.218 

Gambar 3.217 

 

Perhitungan Selisih DPP Hasil Rekapitulasi e-Faktur dengan 

Formulir 1111 SPT Masa PPN Fisik 



246  

 

 
 

Gambar 3.218 

 

Perhitungan Selisih PPN Hasil Rekapitulasi e-Faktur dengan 

Formulir 1111 SPT Masa PPN Fisik 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Sumber: Dokumentasi Perusahaan) 

 

Setelah selesai merekapitulasi, kemudian memberikan kepada 

pembimbing lapangan untuk diperiksa kembali. Pekerjaan 

merekapitulasi SPT Masa PPN dan mencocokkannya jumlah 

rekapitulasi SPT Masa PPN dengan SPT Fisik dilakukan untuk PT 

PEI selama 1 periode yaitu tahun 2019 dengan jumlah SPT Masa 

PPN sebanyak 12 SPT Masa PPN. Dari 12 SPT Masa PPN yang 

direkap, seluruhnya tidak ada selisih antara rekapitulasi dari 

aplikasi e-Faktur dan Formulir 1111 SPT Masa PPN. Hasil 

rekapitulasi SPT Masa PPN terdapat pada Lampiran 47 dan 

Formulir 1111 SPT Masa PPN terdapat pada Lampiran 48.



247  

 

 

 

3.3.2 Kendala 

 
Pada saat melaksanakan kerja magang, ditemukan beberapa kendala dalam 

melaksanakan beberapa pekerjaan, yaitu: 

1. PT PEI 

 

a. Pada saat melakukan scan barcode Faktur Pajak Masukan untuk Faktur 

Pajak pengganti hanya terdapat Faktur Pajak Pengganti saja tidak 

terdapat Faktur Pajak normal sehingga Faktur Pajak tersebut tidak dapat 

di-scan, dan Faktur Pajak yang sudah pernah di-scan sebelumnya. 

b. Terdapat Faktur Pajak Masukan yang sudah pernah di-scan sebelumnya 

 

c. Saat melakukan pengecekan dokumen jual beli properti, terdapat 

beberapa dokumen belum dilampirkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) 

Pajak sehingga terdapat dokumen jual beli properti yang tidak lengkap. 

3.3.3 Solusi 

 
Solusi yang dilakukan untuk mengatasi kendala tersebut adalah: 

 

1. PT PEI 

 

a. Memisahkan Faktur Pajak yang tidak dapat di-scan, kemudian diberikan 

kepada pembimbing lapangan untuk dicari kembali Faktur Pajak 

normal, dan memberikan keterangan “Faktur Pajak sudah di-scan” pada 

Faktur Pajak yang sudah pernah di-scan sebelumnya. 

b. Menulis keterangan “Faktur Pajak sudah pernah di-scan” pada Fakur 
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Pajak tersebut 

 

c. Memisahkan dokumen jual beli properti yang belum lengkap, kemudian 

memberitahu pembimbing lapangan atas ketidaklengkapan dokumen 

jual beli properti untuk dicarikan kembali dokumen yang kurang. 


